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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan 

karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan Tahun 2025 dapat diselesaikan.  

 
Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan 

bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan sesuai 

dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 

tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

Melalui LKIP ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan melaporkan 

kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan 

pada tahun 2025, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 

2025-2029. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan 

outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.  

Penyusunan LKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025 ini 

diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak 

yang terkait mengenai tugas fungsi Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Balai Besar Pelaksanaan 

Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan pada periode berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025 

ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.  

Jayapura, 15 Januari 2026 
KEPALA BALAI BESAR 

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA-
PAPUA PEGUNUNGAN 

  
  

Denny Firmansyah, S.T., M.T 
NIP. 197910262005021001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

• Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; 

• Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 

• Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan (BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan) sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai 

kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan 

pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim mapun Laporan Kinerja 

Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  

• Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 (Revisi) BBPJN Papua-

Papua Pegunungan mengacu pada ketentuan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran  

Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2025 – 2029. Berikut merupakan 

Tabel Perbandingan (Outcome) dan Sandingan (Output) PK Awal dengan PK Revisi Tahun 

Anggaran 2025 sebagai berikut: 

NO  OUTPUT SAT 

TARGET 

PK AWAL PK REVISI 

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Jalan 
Nasional 

      

IKP: Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan  

km/100km2   1,21  1,22 

Indikator Kinerja Kegiatan       
1 RBC 

002 
Pembangunan Jalan Trans 
Papua Merauke-Sorong MP 

Km - 2,78 

 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km - 5,89 

 RBF 
001 

Pembangunan Jalan Trans 
Papua Merauke - Sorong 
(MP)  

M 18,00 33,16 

 CDC 
005 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

Km - 137,02 

IKP: Tingkat Kondisi Prasarana Jalan  % 82.01 81,81 
Indikator Kinerja Kegiatan  % 100 

 

2 CDC 
001 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan 

Km 558,17 712,20 
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NO  OUTPUT SAT 

TARGET 

PK AWAL PK REVISI 

3 CDC 
005 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

Km 95,22 
 

4 CDC 
012 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan Padat Karya 

Km 374,07 399,69 

5 RDC 
001 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan  

Km 199,82 522,50 

6 RDC 
009 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan Padat Karya 

Km 57,21 64,67 

7 CDC 
002 

Preservasi Rekonstrruksi 
Rehabilitas Jalan 

Km 176,33 4,25 

8 CDC 
003 

Pelebaran Jalan Menuju 
Standar 

Km 0,80 - 

9 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km 27,76 13,05 

10 RDC 
003 

Jalan Strategis ProPN Km 7,70 8,30 

11 CDF 003 Penggantian Jembatan M 41,00 41,00 
12 RDF 

002 
Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

M 102,70 74,70 

13 CDF 001 Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

M 1.154,95 1.154,9 

14 CDF 002 Preservasi Jembatan M 1.112,05 1.172,05 
15 CDF 004 Pemeliharaan Rutin 

Jembatan di Jalan Baru 
M 488,00 - 

16 CDF 010 Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jembatan Padat Karya 

M 8.842,64 8.842,64 

17 RDF 
001 

Preservasi Rutin Jembatan 
Padat Karya 

M 705,71 705,71 

18 RDF 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

M 589,90 659,90 

19 RDF 
007 

Preservasi Rutin Jembatan 
Padat Karya 

M 752,30 2.423,60 

20 CBR 
001 

Layanan Penyiapan dan 
Pengendalian Pelaksanaan  

Dokumen 12,00 8,00 

21 CBR 
002 

Layanan Perencanaan dan 
Pengawasan Teknik 

Dokumen 16,00 18,00 

IKP: Tingkat Pencapaian Target Jalan Nasional 
yang Berkeselamatan 

 % 31,76 
 

Indikator Kinerja Kegiatan   % 
  

22 CDC 
004 

Penanganan Drainase 
Trotoar dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan 

Km 0,06 0,07 

23 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km 0,14 - 

Sasaran Strategis: Meningkatnya Konektivitas 
Jalan Daerah 

  
  

IKP: Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 
Konektivitas Jalan Daerah 

 %  - 100 

Indikator Kinerja Kegiatan   %  - 100 
24 CDC 

023 
Dukungan Penanganan 
Jalan Daerah 

Km - 15,97 

25 CDF 024 Dukungan Penanganan 
Jembatan Daerah 

M - 100,00 



 

iv 
 

NO  OUTPUT SAT 

TARGET 

PK AWAL PK REVISI 

Sasaran Strategis: Meningkatkan Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dari 
Ditjen Bina Marga 

 % 85,76 85,76 

IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina 
Marga 

 % 85,76 85,76 

Indikator Kinerja Kegiatan   % 85,76 85,76 
26 EBA 

962 
Layanan Umum Layanan 5,00 6,00 

27 EBA 
994 

Layanan Perkantoran Layanan 22,00 22,00 

28 EBB 
951 

Layanan Sarana Internal Unit 22,00 12,00 

 

• Rata-rata capaian kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Tingkat 

Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Tingkat Kondisi Prasarana 

Jalan Nasional, Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan, Tingkat Pencapaian Kinerja 

Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas 

Teknis Lainnya (DJBM) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 95,03%, keduanya termasuk dalam 

kategori Sangat Memuaskan. 

• Ditinjau dari aspek keuangan, Pada akhir tahun anggaran 2025 Realisasi keuangan secara 

total Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 869.555.060.000,-  atau 99,38% 

terhadap DIPA revisi akhir tahun 2025;  

• Terdapat satu paket di wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan di Tahun 2025 yang menjadi 

pantauan KSP yaitu Pembangunan Jembatan Mamberamo-Elelim III. 

• Untuk mendukung percepatan pembangunan terdapat 1 (Satu) paket/kegiatan TA. 2025 di 

Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua, 1 (satu) 

paket/kegiatan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua, 

1 (satu) paket/kegiatan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III 

Provinsi Papua, 2 (dua) paket/kegiatan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional 

Wilayah I Provinsi Papua Pegunungan dengan sumber pendanaan yang berasal dari SBSN. 

• Penuntasan Jalan Trans Papua Wilayah BBPJN Papua-Papua di tahun 2025 difokuskan pada 

kegiatan Pembangunan, Preservasi dan melanjutkan beberapa paket Multi Years Contract 

MYC); 

• Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Adanya faktor-faktor penghambat non teknis berupa pemalangan-pemalangan dari 

sekelompok masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi terhadap hak ulayat tanah; 

b. Faktor keamanan, dibeberapa titik pelaksanaan terjadi perselisihan antar suku yang 

terjadi sehingga pekerjaan tidak dikerjakan dengan maksimal. 
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c. Faktor SDM Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai; 

d. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa akibat kurangnya pengetahuan 

teknis maupun administratif dari Konsultan Supervisi; 

e. Upaya peningkatan peran Penyedia Jasa Lokal Asli Papua berbenturan dengan 

persyaratan kemampuan tenaga, alat maupun pengalaman. Desakan untuk 

memprioritaskan peran Sumber Daya Lokal tidak diimbangi dengan persyaratan –

persyaratan yang memadai; 

f. Terdapat beberapa alat yang belum siap dan rusak pada saat pengerjaan di lapangan 

sehingga progres pelaksanaan belum maksimal. 

g. Faktor Alam. Kondisi iklim yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang 

cukup tinggi di Provinsi Papua mengakibatkan pekerjaan aspal maupun pekerjaan beton 

terhambat sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan. 

• Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut: 

a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib 

berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 

sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress 

pekerjaan di lapangan; 

b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya 

kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di 

lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan 

pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. 

Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan 

aplikasi Zoom; 

c. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat keamanan 

setempat, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat wilayah setempat, 

tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial dan resiko 

keamanan yang mungkin terjadi dengan adanya pelaksanaan kegiatan di lapangan; 

d. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan 

tepat biaya; 

e. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah 

hujan dengan memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan 

logistik untuk meminimalisir kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; 

mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stok persediaan sesuai dengan 

kebutuhan proyek; 

f. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi 

sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan 
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penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang 

terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker; 

g. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BBPJN Papua-Papua Pegunungan baik 

menyangkut metode maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka 

dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar 

penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih 

disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan sistem AKIP dimasa mendatang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada 

kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang 

mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Balai Besar Pelaksanaan 

Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga 

mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk 

melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim mapun Laporan 

Kinerja Tahunan.  

 Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai 

hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja 

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut: 

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai; 

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan untuk meningkatkan kinerjanya.  

 Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan 

akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap 

entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang 
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efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi:  

a. Rencana Strategis;  

b. Perjanjian Kinerja;  

c. Pengukuran Kinerja;  

d. Pengelolaan Data Kinerja;  

e. Pelaporan Kinerja; dan  

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja. 

 Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari 

entitas Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis, 

hingga entitas satuan kerja. BBPJN Papua-Papua Pegunungan menyusun Laporan Kinerja yang 

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Laporan Kinerja menyajikan informasi yang meliputi: 

a. Uraian singkat organisasi; 

b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 

c. Kapasitas organisasi; 

d. Pengukuran capaian kinerja; 

e. Evaluasi dan analisis capaian kinerja; dan 

f. Permasalahan dan rekomendasi. 

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan, BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bermaksud untuk menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025. Penyusunan 

laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi BBPJN Papua-Papua Pegunungan dalam upaya peningkatan kinerjanya 

kedepan. 

 
1.2 Tugas Dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian PU Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktorat Jenderal berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai 
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tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional; 

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan jalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan 

ketentuan 

f. peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan; 

h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU, BBPJN Papua-Papua Pegunungan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait. BBPJN 

Papua-Papua Pegunungan yang tergolong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B 

memiliki tugas “Melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, 

preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang 

jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”, dan memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan 

jembatan; 

b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta 

verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;  

c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan 

dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan; 

d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan 

bebas hambatan, dan jalan tol;  

e. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk 

sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;   
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f. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk 

penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan 

jembatan;  

g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan 

jembatan sesuai dengan kewenangannya;  

h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant);  

i. pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan 

jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;  

j. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;  

k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di 

bidang jalan dan jembatan;  

l. pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi 

serta evaluasi terhadap hasil pengujian;  

m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas; 

n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya 

konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan 

konstruksinya oleh pemerintah;  

o. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang 

dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;  

p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan 

jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi 

jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;  

q. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;  

r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan 

bahan dan peralatan untuk jalan dan 

s.  jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya; 

t. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;  

u. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan 

kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;  

v. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang 

berdampak pada jalan dan jembatan;  

w. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan; 

x. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk 

konektivitas jaringan jalan;  
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y. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai; 

z. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam 

rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan  

a . pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara 

selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, 

kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah 

tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait. 

bb.   pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, serta fasilitasi dan koordinasi 

pelaksanaan  fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko.   

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga Menurut Peraturan Menteri PUPR No 20 

Tahun 2020 Tentang Wewenang dan Tugas DJBM, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha 

Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut: 

a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol; 

b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol; 

c. pengusahaan Jalan Tol; dan 

d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol 

Berikut ini adalah rincian wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga: 

a. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol 

- Pelaksanakan perumusan kebijakan; 

- Pelaksanakan penyusunan perencanaan umum seperti penyusunan rencana umum 

jaringan Jalan Tol dan pra studi kelayakan; 

- Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

b. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol 

- Pelaksanaan perumusan standar teknik dan manual; 

- Pelaksanaan pelayanan pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan 

untuk kepentingan nasional) dan pelayanan sosialisasi serta informasi; 

- Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan studi banding) umum; 

- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan umum. 

c. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol 

- Pelaksanaan prakarsa pemerintah (pra studi kelayakan, skema pembiayaan, studi 

kelayakan, dokumen amdal, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan 

permohonan penetapan loksi. 

- Prakarsa Badan Usaha 

✓ Pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek 
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✓ Rekomendasi kepada Menteri izin melakukan studi kelayakan 

✓ Evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek  

✓ Rekomendari kepada Menteri izin prakarsa 

✓ Evaluasi dokumen amdal 

✓ Evaluasi dokumen perencanaan pengadaan tanah 

✓ Pelaksanaan permohonan penetapan 

d. Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol 

- Pengusaha oleh pemerintah 

✓ Pelaksanaan pendanaan konstruksi 

✓ Pelaksanaan dan persetujuan rencana teknik akhir 

✓ Pelaksanaan pendanaan 

✓ Pelaksanaan pengadaan lahan 

✓ Pelaksanaan konstruksi (pelaksanaan fisik konstruksi, pengawasan lingkup 

konstruksi, pengawasan mutu/spesifikasi teknis) 

✓ Fasilitasi dokumen lelang investasi 

- Pengusaha oleh badan usaha Jalan Tol 

✓ Persetujuan rencana teknik akhir. 

✓ Pengadaan lahan. 

✓ Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan fisik konstruksi dan persetujuan 

perubahan lingkup konstruksi. 

✓ Laik fungsi.  

✓ Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal 

✓ Operasi dan pemeliharaan. 

✓ Perubahan sistem dan pengoperasian. 

✓ Persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur. 

✓ Saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol. 

✓ Evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri penyesuaian tarif tol. 

✓ Rekomendasi kepada menteri penutupan sementara. 

✓ Saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan 

karena kegagalan pengusahaan dan pelelangan ulang. 

✓ Saran dan pertimbangan pengamilalihan hak pengusaha pada akhir masa 

konsesi. 

✓ Saran dan pertimbangan pengoperasian pada akhir masa konsesi 

- Izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol 
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✓ Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk utilitas, iklan dan lain-lain. 

✓ Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk 

prasarana transportasi lainnya 

✓ Rekomendasi kepada pemda pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol. 

✓ Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan dengan 

angkutan berat/khusus. 

✓ Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan 

overpass/underpass 

✓ Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk 

pembangunan simpang susun. 

✓ Rekomendasi lokasi dan tata letak tempat istirahat dan pelayanan dan fasilitas 

inap 

e. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol 

- Pelaksanaan pengawasan umum. 

 

1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia 

1.3.1 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, struktur Organisasi BBPJN Papua-Papua Pegunungan ditetapkan sebagai 

Unit Kerja UPT/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-B, berdasarkan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 

Pejabat Inti meliputi: 

• Unsur Pimpinan :   Kepala Balai  

• Unsur Pembantu Pimpinan 

 

: - Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha 

- Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan   

Infrastruktur Jalan 

- Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 

- Kepala Bidang Preservasi 

• Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur organisasi BBPJN Papua-Papua Pegunungan sebagaimana terlihat pada  Gambar 1.3.1  

berikut ini: 
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Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

Susunan organisasi Balai  Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, terdiri atas: 

1. Bagian Umum dan Tata Usaha; 

2. Bidang Keterpaduan Pembangunan   Infrastruktur Jalan; 

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

4. Bidang Preservasi; dan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional  

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Bagian Umum dan Tata Usaha 

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan 

ketatausahaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Dalam melaksanakan tugas Bagian 

Umum dan Tata Usaha menyelengarakan fungsi: 

Melaksanakan urusan pengelolaan data dan administrasi  kepegawaian; pengelolaan 

organisasi dan tata laksana;  pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau 

kontrak; pemberian layanan hukum; pelaksanaan komunikasi publik; pelaksanaan 

pengelolaan anggaran, urusan kas dan  perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi 

keuangan; pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan  pajak; pelaksanaan 

pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, 

pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang/kekayaan milik negara; pelaksanaan 

pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik/kekayaan 
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negara; fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara; 

pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai besar; 

pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan  jembatan; penyediaan konsultasi 

teknis pengelolaan leger jalan  daerah; pembangunan zona integritas, serta fasilitasi dan 

koordinasi pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan  manajemen risiko; koordinasi 

administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai besar; dan pelaksanaan urusan 

tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga. 

 

2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan mempunyai tugas melaksanakan 

keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan 

menyelengarakan fungsi: 

penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan; penyusunan 

rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk 

sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan; pelaksanaan studi kelayakan, 

survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan 

jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan; penyiapan 

rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; 

pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan; penyiapan 

program pengadaan tanah jalan nasional; pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan  jembatan sesuai dengan kewenangannya; 

pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan  dan pengawasan jalan dan 

jembatan; pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan  lalu lintas; evaluasi 

penerapan standar pelayanan minimal jalan dan  jembatan; penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja balai; penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan  pemrograman 

jalan daerah termasuk konektivitas jaringan  jalan; dukungan verifikasi data jaringan dan 

verifikasi usulan  pemrograman jalan daerah; penyiapan bahan dan pendampingan dalam 

periode audit  internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan 

dan pemrograman jalan dan jembatan; evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan 

jalan dan jembatan akibat bencana alam; penyusunan rencana, program, dan anggaran 

perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan penyusunan usulan 
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perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan 

preservasi jalan dan jembatan. 

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan 

jalan dan jembatan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Dalam melaksanakan tugas 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelengarakan fungsi: 

Penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya 

konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan; pengendalian pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya; 

pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan 

jembatan; pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan 

jalan dan jembatan; penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan 

jembatan; pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi; 

pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah pembangunan jalan nasional, jalan bebas 

hambatan, dan jalan tol; pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap 

pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol; koordinasi pelaksanaan uji teknis dan 

operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya; 

pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di 

bidang pembangunan jalan dan jembatan; pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan 

pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan; 

evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan 

jembatan yang berada di jalan daerah; pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang 

pembangunan jalan dan jembatan; penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit 

internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan 

jembatan; dan pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan 

dan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.   

 

4. Bidang Preservasi  

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan 

jalan dan jembatan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Dalam melaksanakan tugas 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelengarakan fungsi: 

Melaksanakan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan 

sumber daya konstruksi  pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan; pengendalian 
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pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan 

kewenangannya; pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan preservasi 

jalan dan jembatan; pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi 

preservasi jalan dan jembatan; pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, 

penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku 

cadang sesuai dengan kewenangannya; pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan; 

koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan  pemeliharaan jalan bebas hambatan dan 

jalan tol; pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan 

di bidang preservasi jalan dan  jembatan; pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan 

pengendalian  bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan  jembatan serta 

evaluasi terhadap hasil pengujian; penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan 

 jembatan yang berada di jalan daerah; pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang 

preservasi  jalan dan jembatan; penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam 

periode audit internal dan eksternal dalam rangka  penuntasan temuan terkait preservasi 

jalan dan jembatan; pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi  jalan dan 

jembatan; penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi  jalan dan jembatan; 

pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan; dan pengendalian 

pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan,  pengendalian pencegahan atau mitigasi dan 

pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan 

jembatan; dan penyiapan bahan sertifikasi laik operasi dan penetapan laik produksi mesin 

pencampur aspal (asphalt mixing plant) dan mesin pencampur semen (batching plant).   

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga 

fungsional yang ada di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan  ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. 

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, 

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki 7 (tujuh) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

Tipe A, 2 (dua) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, 24 (dua puluh empat) Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A dan 4 (empat) Balai Teknik.  Unit-unit Satuan Kerja Balai 
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Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan sebagaimana tercantum dalam 

Tabel 1.3.1 berikut ini: 

Tabel 1.3. 1 Unit Satuan Kerja di  Wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

NO SATUAN KERJA 
LOKASI/  

WILAYAH 
DUKUNGAN 
PPK (UNIT) 

  BBPJN PAPUA-PAPUA PEGUNUNGAN     

1 
Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-
Papua Pegunungan 

Jayapura 4 

2 
Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional 
Provinsi Papua 

Jayapura 2 

3 
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi 
Papua 

Jayapura 3 

4 
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi 
Papua 

Keerom 4 

5 
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III 
Provinsi Papua  

Biak - 
Serui 

2 

6 
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi 
Papua Pegunungan  

Jayawijaya 5 

7 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua Jayapura 1 

Sumber: Data dan Informasi BBPJN Papua-Papua Pegunungan, 2025 

1.3.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu 

organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. 

SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan 

suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi 

sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-hari BBPJN Papua-Papua Pegunungan didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dengan total sebanyak 226 orang pegawai baik yang terdiri dari PNS, CPNS, dan PPPK. 

Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis  

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan dengan jumlah 226 orang dapat dilihat melalui informasi di bawah ini: 
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Gambar 1.3.2. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis 

Tahun 2025 jumlah pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan sebanyak 226 orang, 

terdiri dari 90 (40%) pegawai negeri sipil (PNS), 132 (58%) pegawai pemerintahan dengan 

perjanjian kerja (PPPK), dan 4 (2%) calon pegawai negeri sipil (CPNS). Komposisi tersebut 

terdiri atas  28 (37%) pegawai perempuan dan 143 (63%) pegawai laki-laki. Dominasi 

pegawai laki-laki dibandingkan perempuan di BBPJN Papua-Papua Pegunungan membawa 

manfaat yang baik bagi BBPJN Papua-Papua Pegunungan terutama untuk menangani 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan karakteristik medan yang sulit. 

   

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan  

Klasifikasi berdasarkan Golongan dan Jabatan pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

dapat dilihat melalui informasi di bawah ini: 
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Gambar 1.3.2. 2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan 

 

   

Gambar 1.3.2. 3  Klasifikasi PPPK Berdasarkan Golongan 
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Gambar 1.3.2. 4 Klasifikasi CPNS Berdasarkan Golongan 

 

Golongan ruang aparatur sipil negara (ASN) dikelompokkan dalam empat golongan yaitu 

golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan tingkatan awal yang disebut sebagai Juru, 

diikuti golongan II (pengatur), dan golongan III (penata). Sementara golongan IV 

merupakan tingkatan tertinggi yang dikenal dengan Pembina. Komposisi golongan PNS 

di BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada tahun 2025 didominasi dengan golongan III 

sebanyak 73 orang (81%). Selanjutnya, diikuti oleh golongan II dengan 9 orang (10%) 

dan golongan IV dengan 8 orang (9%).  

Komposisi golongan PPPK di BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada tahun 2025 

didominasi dengan golongan IX sebanyak 65 orang (49%). Selanjutnya, diikuti oleh 

golongan V dengan 56 orang (42%), golongan VII dengan 5 orang (4%), dan kelompok 

pegawai golongan I dan III memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 3 orang (2%) pada 

masing-masing golongan. 
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Gambar 1.3.2. 5 Klasifikasi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan 

 

 

 
Gambar 1.3.2. 6 Klasifikasi Jumlah PPPK Berdasarkan Kelompok Jabatan 
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Gambar 1.3.2. 7 Klasifikasi Jumlah CPNS Berdasarkan Kelompok Jabatan 

Berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

didominasi dengan kelompok jabatan pelaksana sebanyak 112 orang (50%), yang terdiri 

dari 48 orang PNS dan 64 orang PPPK. Selanjutnya diikuti, kelompok jabatan fungsional 

dengan 109 orang (48%) yang terdiri dari 37 orang PNS, 68 PPPK, dan 2 CPNS. Kelompok 

jabatan struktural memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu 5 orang (2%).  

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia  

Pengelompokan jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan terlihat pada Gambar 1.3.2.5 

dan Usia pada Gambar 1.3.2.6 berikut: 

 

 

Gambar 1.3.2. 8 Klasifikasi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Gambar 1.3.2. 9 Klasifikasi Jumlah PPPK  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
Gambar 1.3.2. 10 Klasifikasi Jumlah CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Data jumlah pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada tahun 2025 menunjukkan 

bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S-1), dengan jumlah 

mencapai 120 orang atau 53% dari seluruh pegawai diikuti jenjang pendidikan 

SMA/SMK/STM sebanyak 71 orang (31%). 
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Gambar 1.3.2. 11 Klasifikasi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Usia 

 

 

Gambar 1.3.2. 12  Klasifikasi Jumlah PPPK Berdasarkan Kelompok Usia 

 

Dari diagram di atas, diperoleh informasi bahwa secara total, berdasarkan status Pegawai 

PNS di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan, didominasi oleh kelompok usia 51 

tahun s/d ≤ 60 tahun sebanyak 34 orang. Hal ini menjadi catatan penting untuk bagian 

kepegawaian dalam hal memperhatikan para pegawai yang akan memasuki usia pensiun 

dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan sehingga kebutuhan BBPJN Papua-Papua 
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menunjang kinerja di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunugan sesuai bidang kerja dan 

tupoksi masing-masing dan untuk pegawai CPNS termasuk dalam kelompok usia berada 

di rentang umur 21 tahun s/d ≤ 30 tahun sebanyak 4 orang di lingkungan BBPJN Papua-

Papua Pegunungan dan kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun mendominasi jumlah 

pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan yang berstatus PPPK, dengan total sebanyak 69 

orang. Dengan strategi dan manajemen SDM yang tepat dari bidang kepegawaian, kondisi 

ini diharapkan menjadi keuntungan bagi BBPJN Papua-Papua Pegunungan karena 

terdapat potensi pegawai usia produktif yang umumnya dapat memberikan kontribusi 

bagi organisasi tidak hanya dari sisi kebutuhan tenaga fisik, namun juga dalam hal 

kreativitas, inovasi, dan inisiatif yang tinggi. 

1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM  

Pengembangan Kompetensi SDM terlihat pada Gambar 1.3.2.13 berikut: 

 

Gambar 1.3.2. 13  Klasifikasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pengembangan Kompetensi 

SDM 

Upaya dalam meningkatkan kualitas SDM di BBPJN Papua-Papua Pegunungan, 

pengembangan kompetensi menjadi aspek penting yang terus diperhatikan. SDM yang 

kompeten dan profesional sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan 

pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks serta mendukung pencapaian target 

nasional di bidang PU. Salah satu strategi utama dalam pengembangan kompetensi SDM 

yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas pegawai agar mampu bekerja secara efektif 

dan efisien. Keberhasilan pengembangan SDM dapat diukur dari jumlah pegawai yang 

telah mengikuti pelatihan. Pada tahun 2025, total jumlah pegawai yang dikembangkan 
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1.4 Sarana Dan Prasarana 

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau 

tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan 

prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam hal ini untuk 

menunjang kegiatan operasional perkantoran maupun kegiatan penanganan di bidang jalan dan 

jembatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tiap-tiap Satuan Kerja di lingkungan BBPJN 

Papua-Papua Pegunungan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang tercatat dalam laporan 

Barang Milik Negara (BMN). Berikut merupakan rekap data BMN di lingkungan BBPJN Papua-

Papua Pegunungan, sebagai berikut:  

 

Tabel 1.4. 1 Laporan Nilai Barang Milik Negara (BMN) Wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

No Uraian Akun Nilai (Rp) 

1 Tanah  11,261,043,341,132  

2 Gedung Bangunan  67,289,690,365  

3 Jalan dan Jembatan  27,247,736,248,310  

4 Peralatan dan Mesin  56,015,974,256  

5 Aset Tetap dalam Renovasi  251,659,518,243  

6 Aset Tetap Lainnya  1,824,335,000  

7 Konstruksi Dalam Pengerjaan  1,275,756,952,519  

8 Aset Kemitraan Berupa Jalan Tol  -    

9 
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam 
Pengerjaan 

 479,190,887,917  

10 Aset Tak Berwujud  77,106,053,303  

11 
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam 
Operasional Pemerintahan 

 81,369,105,587  

12 Aset Lancar Berupa Persediaan  113,346,252,973  

Total  40,912,338,359,605  

Sumber: Data BMN BBPJN Papua-Papua Pegunungan, 2025 
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Dari data jumlah dan kondisi aset BMN di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan, 

penting adanya melakukan pencatatan dan tindak lanjut hasil laporan kondisi aset BMN untuk 

menjaga nilai dan guna dari aset tersebut, disamping itu BMN yang merupakan bagian dari aset 

pemerintah pusat harus dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.  

Program kegiatan sertifikasi tanah jalan nasional dilakukan dengan mengacu kepada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M tentang Leger Jalan dan Surat Dirjen Bina 

Marga tanggal 20 April 2011 tentang penggunaan leger jalan untuk mendukung akuntabilitas 

pencatatan aset jalan dan jembatan di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan. Aset yang 

dikelola dengan baik merupakan salah satu indikator penilaian yang penting bagi BBPJN Papua-

Papua Pegunungan dengan harapan bisa memperoleh opini auditor atas laporan keuangan 

dengan status Wajar Tanpa Pengecualian.  

Disamping itu, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan jalan dan jembatan 

di lapangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan bekerjasama 

dengan perusahaan rekanan memiliki lokasi-lokasi yang didukung oleh ketersediaan alat Asphalt 

Mixing Plant (AMP) yang tersebar di wilayah-wilayah satuan kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan. Tidak hanya itu, untuk mendukung upaya mempertahankan 

bahkan meningkatkan kemantapan jalan nasional, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-

Papua Pegunungan juga dilengkapi oleh dukungan data dan informasi mengenai ketersediaan 

lokasi yang dilengkapi alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) serta lokasi sumber bahan material 

(quarry) yang juga tersebar di wilayah-wilayah satuan kerja.  

1.4.2 Teknologi Informasi 

Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan modern tidak dapat diragukan lagi, karena 

teknologi informasi memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik secara individu, 

organisasi, maupun masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Direktorat 

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

memanfaatkan penggunaan beberapa teknologi informasi sebagai berikut: 

Tabel 1.4. 2 Pemanfataan Penggunana Teknologi Informasi 

NO APLIKASI MANFAAT KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI 

1 e-Monitoring • Kemudahan 

dalam dalam 

memantau 

progres fisik dan 

keuangan paket 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet, 

• Pelayanan 

tetap 

dilaksanakan 

secara online 

dan offline; 
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NO APLIKASI MANFAAT KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI 

Pekerjaan secara 

realtime dan 

konsisten 

• Data Progress 

Pekerjaan  (Pagu 

DIPA, 

Pelaksanaan 

Tender, Progres 

Fisik dan 

Keuangan, Paket 

Longsegment, 

Prognosis, dan 

lain-lain) 

• Masih 

terdapat 

operator 

yang masih 

belum 

menguasai 

aplikasi 

 

• Dilaksanakan 

sosialisasi 

secara 

berkala 

terhadap 

operator 

aplikasi 

 

 

2 e-Monitoring 
SAKIP 

• Memudahkan 

proses 

pemantauan dan 

pengendalian 

kinerja dalam 

rangka 

meningkatkan 

akuntabilitas dan 

kinerja unit kerja  

• Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

(Renstra,Perjanji

an Kinerja, 

Rencana Aksi, 

Laporan Kinerja 

Bulanan, LKIP, 

dan Evaluasi 

SAKIP) 

 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet 

• Terdapat 

beberapa 

dokumen 

tahun-tahun 

sebelumnya 

yang sudah 

tidak bisa di 

akses 

 

• Pelayanan 

tetap 

dilaksanakan 

secara online 

dan offline; 

• Pembaruan 

aplikasi agar 

dapat 

menyimpan 

data tahun-

tahun 

sebelumnya 

 

 

3 SiPP Terpadu • Kemudahan 

dalam memantau 

dan mengevaluasi 

kinerja 

penyelenggaraan 

proyek 

•  Data terkait 

Daftar Paket 

Kontraktual,Pake

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet 

• Terjadi 

gangguan 

akses SiPP 

• Pelayanan 

tetap 

dilaksanakan 

secara online 

dan offline;  
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NO APLIKASI MANFAAT KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI 

t Kritis, data 

Tabel Rencana 

Keuangan dan 

Fisik, data tabel 

Laporan Kinerja), 

Penyusunan 

Perjanjian 

Kinerja dan lain 

sebagainya 

 

 

4 TNDE • Kemudahan 

dalam 

administrasi 

persuratan 

internal 

Kementerian 

PUPR 

• Data persuratan 

ter record 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet 

• Masih 

terdapat 

pegawai yang 

masih belum 

menguasai 

aplikasi,  

• Notifikasi 

baru muncul 

setelah log in 

TNDE PUPR 

tersebut 

• Pelayanan 

tetap 

dilaksanakan 

secara online 

dan offline; 

• Dilaksanakan 

sosialisasi 

secara 

berkala 

kepada 

seluruh 

kepawai 

 

 

5 e-HRM • Menjadi database 

untuk seluruh 

ASN, data seluruh 

ASN ter record 

didalam aplikasi 

tersebut 

• Update data 

berkala bisa 

dilaksanakan 

secara secara 

cepat 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet 

• Masih ada 

data pegawai 

yang tidak 

bisa di akses 

• Dilaksanakan 

sosialisasi 

secara 

berkala 

terhadap 

seluruh 

pegawai 

• Pembaruan 

aplikasi agar 

dapat 

mengakses 

semua data di 

e-HRM 
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NO APLIKASI MANFAAT KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI 

5 Outlook Office • Mengelola email 

secara efisien 

• Mengelola jadwal 

dengan mudah 

• Mengeloa tugas-

tugas kantor 

• Kemudahan 

dalam Berbagi 

file dan mengedit 

dokumen secara 

bersama-sama 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet, 

•  masih 

terdapat 

operator 

yang masih 

belum 

menguasai 

aplikasi. 

• Terjadi 

gangguan 

akses 

jaringan 

internet 

• Dilaksanakan 

sosialisasi 

secara 

berkala 

terkait 

penggunaan 

Outlook Office 

 

 
 
1.5 Isu Strategis 

 Irian Jaya diganti menjadi Papua pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara administratif Provinsi Papua 

pada tahun 2020 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 440 

Kecamatan, dan 4.003 Desa/Kelurahan. Namun pada Tahun 2022, Provinsi Papua dimekarkan 

menjadi 4 (empat) provinsi, dengan ditetapkannya Provinsi Papua (Induk) beserta 3 (tiga) 

Daerah Otonomi Baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua 

Pegunungan, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi 

Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 

Pegunungan.  

 Secara administratif Provinsi Papua (Induk) terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 

(satu) Kota, Provinsi Papua Selatan 4 (empat) Kabupaten, Provinsi Papua Tengah 8 (delapan) 

Kabupaten, dan Provinsi Papua Pegunungan 8 (delapan) Kabupaten.  

Di bawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah Daerah Otonomi Baru Papua yang 

meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua 

Pegunungan.   
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Gambar 1.5. 1 Peta Pembagian Wilayah Daerah Otonomi Baru Papua 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

1/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, Pengelolaan jalan dan jembatan di 

Papua ini ditangani oleh 3 (tiga) balai, yaitu BBPJN Papua-Papua Pegunungan dengan wilayah 

penanganan yang meliputi wilayah Provinsi Papua (induk) dan sebagian wilayah Provinsi Papua 

Tengah, BPJN Wamena meliputi wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan sebagian wilayah 

Provinsi Papua Tengah, serta BPJN Merauke yang meliputi wilayah Provinsi Papua Selatan.  

Adapun total penanganan panjang jalan secara keseluruhan yang berada di bawah 

kewenangan BBPJN Papua-Papua Pegunungan tercatat sepanjang 1.513,38 Km.  

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya 

yang sangat luas dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya 

kawasan pegunungan, hal ini menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara 

umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa 

disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 

650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl. 

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat 

terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu 

mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan 

Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat 

banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk angkutan orang dan 

barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat 
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terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya 

transportasi yang sangat mahal. 

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, 

memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek 

perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa 

ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh para 

tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di 

Provinsi Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan berkewajiban 

tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus 

mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi 

Papua.  

BBPJN Papua-Papua Pegunungan juga berperan dalam mendukung isu-isu strategis yang 

menjadi program unggulan pemerintah sesuai dengan arahan dan penugasan yang diberikan 

seperti dukungan terhadap jalan trans papua, kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 

Padat Karya, dukungan terhadap percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dan tujuan 

pelayanan konektivitas infrastruktur tercapai. 

 untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah, Presiden Republik Indonesia 

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan 

Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi dimana 

peningkatan kemantapan jalan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam 

mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, 

menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu 

pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 

 

1.6 Sistematika Laporan 

1. BAB I. PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur 

organisasi, serta isu strategis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan. 

2. BAB II. PERENCANAAN KINERJA, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, 

Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai 

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan. 

3. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA, bab ini berisi tentang upaya peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Unit Kerja/UPT, Analisis Perbandingan Kinerja 
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Unit Kerja/UPT, Analisis Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, 

Pemanfataan Laporan Kinerja, Paket Diresmikan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

atas Penggunaan Layanan Publik, dan Paket Strategis di Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan. 

4. BAB IV. PENUTUP, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi 

yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja 

tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-

output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan 

indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Renstra Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungantahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran 

Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2025 – 2029 

2.1 Uraian Singkat Renstra 

2.1.1 Visi Misi Kementerian PU 

Visi Kementerian PU tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap 

pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 

adalah sebagai berikut: 

  V I S I   
(Kementerian PU) 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan 
dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” 

  
 

Selanjutnya Misi Kementerian PU yang tercantum dalam Renstra Kementerian PU sebagai 

dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut: 

M I S I 
(Kementerian PU) 

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur 
sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan 
air;  

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang 
berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing 
nasional;  

3. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas untuk mendukung 
pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;  

4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas 
pembangunan nasional;  

5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang 
berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;  

6. Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan 
akuntabel; dan  

7. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan. 
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2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi 

Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L, arah kebijakan adalah penjabaran urusan 

pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang 

rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung 

jawab kementerian/lembaga dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran 

strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang 

terukur. Sementara itu, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan umum Ditjen Bina Marga dalam upaya 

mendukung tercapainya Prioritas Nasional 3 (PN-3) dan Prioritas Nasional 5 (PN-5) RPJMN 

2025-2029, yakni dengan peningkatan aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan 

perbatasan, peningkatan kondisi prasarana jalan, peningkatan infrastruktur jalan perkotaan yang 

dibangun, peningkatan jalan berkeselamatan, peningkatan panjang jalan tol yang beroperasi, dan 

peningkatan konektivitas jalan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara 

jalan, Ditjen Bina Marga mendukung prioritas nasional yang terdapat dalam Perpres Nomor 12 

Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dengan menindaklanjuti arahan dan penugasan dari 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Selain mengemban tugas utama untuk mendukung tercapainya PN-3 dan PN-5 tersebut, 

Ditjen Bina Marga juga berperan dalam mendukung isu-isu strategis yang menjadi program 

unggulan pemerintah sesuai dengan arahan dan penugasan yang diberikan, seperti program 

ketahanan pangan melalui kawasan sentra pertanian dan pangan, dukungan terhadap kawasan 

industri terpadu, dukungan terhadap percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dan 

dukungan terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sehingga fungsi dan tujuan 

pelayanan konektivitas infrastruktur tercapai. Selain itu, untuk meningkatkan kemantapan jalan 

daerah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 

2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada 

Pangan dan Energi dimana peningkatan kemantapan jalan daerah diharapkan dapat memberikan 

manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan 

biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, 

dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian 

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 
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2.1.3 Program dan Kegiatan 

Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 merupakan turunan 

(cascading) dari berbagai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 

2025-2029, yang diejawantahkan lebih lanjut sesuai tugas dan fungsi ke dalam 7 (tujuh) 

SS Kementerian Pekerjaan Umum dalam Renstra 2025-2029. 

Sebagaimana telah diilustrasikan pada peta strategi (strategy map) di Gambar 2.1.1, 

maka Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

SS Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan 

Program Infrastruktur Konektivitas   

SP.1 Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional  

SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jalan tol  

SP.3 Meningkatnya konektivitas jalan daerah  

SP.4 Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan  

Program Dukungan Manajamen  

SP.5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya  

SS Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan, merupakan 

SS yang diturunkan langsung (direct cascading) dari peta strategi Kementerian PU. Pada 

Renstra Ditjen Bina Marga, SS tersebut ditempatkan pada level Stakeholders Perspectives 

(SP) yang ukurannya berupa manfaat/dampak (impact) dari penyelenggaraan jalan 

dalam mendukung berbagai sasaran pembangunan nasional. Pada level Customer 

Perspectives (CP) diwakili oleh 3 (tiga) SP untuk Program Infrastruktur Konektivitas, 

yaitu: SP.1 Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional, SP.2 Meningkatnya kinerja 

pelayanan jalan tol, dan SP.3 Meningkatnya konektivitas jalan daerah. Pada perspektif ini 

ukuran sasaran berupa hasil (outcome) dari lingkup penyelenggaraan jalan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu pada jaringan jalan nasional (termasuk jalan tol) 

serta pemberian dukungan peningkatan konektivitas pada jalan daerah yang diharapkan 

dapat terselenggara sesuai standar dan perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya, pada level Internal Business Process (IBP) diwakili oleh 1 (satu) SP yaitu SP.4 

Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan. Pada 
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perspektif ini, ukuran sasaran berupa keluaran (output) dari setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh Ditjen Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam 

penyelenggaraan jalan  sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, pada level Learning and 

Growth Perspectives (LGP) diwakili oleh 1 (satu) Sasaran Program (SP) yakni SP.1 

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pada tataran ini, ukuran 

sasaran berupa masukan (input) berupa pengelolaan sumber daya (SDM, anggaran, 

data/informasi, regulasi, organisasi, sarana prasarana pendukung) sebagai modal dasar 

organisasi Ditjen Bina Marga untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. 

 

Gambar 2.1. 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap 

Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) pada masing-masing Unit Organisasi. 

Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan 2025 – 2029 yang merupakan dokumen yang 

mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada 

periode 2025 - 2029 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang 

dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029,  visi, misi, tujuan, 

serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina 

Marga 2025-2029. Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan sebagai bentuk penjabaran atas 

Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2025 - 2029 merupakan wujud 

penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. BBPJN Papua-
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Papua Pegunungan sebagai Unit Kerja/UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Bina Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan 

dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PU dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:  

T U J U A N 
TP.1   Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan  

TP.2    Terwujudnya kinerja pelayanan jalan sesuai standar dan perkembangan kebutuhan  

TP.3  Terwujudnya sistem penyelenggaraan jalan yang berkualitas  

TP.4  Terwujudnya Good Governance di BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

 

Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 3 

(Tiga) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-

Papua pegunungan hingga akhir tahun 2025, yaitu:  

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional  

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut: 

a. Tingkat Aksesibilitas Jalan Utama Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan; 

b. Tingkat Kondisi Prasarana Jalan; 

c. Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan 

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Daerah 

 Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 

Konektivitas daerah 

3. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian dalam tugas teknis lainnya DJBM 

 Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Kualitas dukungan manajemen dan 

tugas teknis lainnya Ditjen Bina Marga. 

 

Adapun output kegiatan di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada periode tahun 

2025 – 2029 yang terdapat pada Dokumen Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 

2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Jalan sepanjang 143,84 km; 

2. Pembangunan Jembatan sepanjang 507 km; 

3. Preservasi Jalan sepanjang 6.053,52 km; 

4. Preservasi Jembatan sepanjang 72231,88 m; 

5. Dukungan Jalan Daerah Mendukung Simpul Berskala Nasional dan Konektivitassepanjang 

2,1 km; 
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 Sesuai Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025—2029, BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan ditugaskan mengelola rencana anggaran sebesar Rp 11,39 triliun.   

 Alokasi dana ini difokuskan terutama pada pembangunan dan preservasi jalan nasional 

(84,88%), sementara sisa dana dialokasikan dukungan manajemen dan teknis (15,12%). Dalam 

situasi keterbatasan anggaran, kebijakan terkait distribusi dana untuk tiap kegiatan penanganan 

jalan akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 

 
2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator 

kinerja output dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target output dan target outcome yang ada pada RKT 

setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara bottom up dan top down melalui 

konsultasi dan raker maupun rakor. 

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh 

masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target 

outcome dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2025. Data tersebut kemudian dituangkan 

dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 

(BPJN) Jayapura Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya pada bulan Desember 2025 dilakukan 

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran 

BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Revisi DIPA status 29 

Desember 2025. Angka volume target dan alokasi anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi 

parameter awal dalam pengukuran kinerja BBPJN Papua-Papua Pegunungan di akhir Tahun 

Anggaran 2025 

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal 

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun Anggaran 2025 (Awal) antara Kepala BBPJN Papua-Papua Pegunungan dengan Dirjen Bina 

Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel II.5: 
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Tabel 2.2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 (Awal) BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Jalan Nasional 

  
IKP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah 
Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 

  

    
Parameter : Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 

  

    
IKK : Capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 

  

    Output Renstra : Panjang Jembatan yang Dibangun 18,00 M 

    Rincian Output:   

  RBF 001 
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong 
MP 

18,00 M 

    a. Pembangunan Jembatan 18,00 M 

    IKP : Tingkat Kondisi Prasarana Jalan   

    Parameter : Tingkat Kondisi Prasarana Jalan   

    IKK : Capaian Tingkat Kondisi Prasarana Jalan   

    
Output Renstra : Panjang Jalan yang Dilakukan 
Penanganan Rutin 

1.284,49 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 558,17 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 18,95 Km 

    b. Pemeliharaan Rutin 5,66 Km 

    c. Penunjangan holding 206,27 Km 

  CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 95,22 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 95,22 Km 

  CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya 374,07 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 374,07 Km 

  RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 199,82 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin Kondisi 86,91 Km 

    b. Penunjangan holding 112,91 Km 

  RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya 57,21 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 57,21 Km 

    Output Renstra : Panjang Jalan yang Dipreservasi 212,58 Km 

    Rincian Output:   
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

  CDC 002 Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan 176,33 Km 

    a. Pemeliharaan Preventif 9,30 Km 

    b. Rehabilitasi Minor Jalan 12,20 Km 

    c. Rehabilitasi Mayor Jalan 6,50 Km 

    d. Rekonstruksi Jalan 1,40 Km 

    e. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 3,00 Km 

    f. Penanganan Longsoran 143,93 Km 

  CDC 003 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0,80 Km 

    a. Pelebaran Jalan Menuju Standar 0,80 Km 

  RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 27,76 Km 

    a. Rehabilitasi Minor Jalan 8,50 Km 

    b. Rehabilitasi Mayor Jalan 4,50 Km 

    c. Rekonstruksi Jalan 4,10 Km 

    d. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 5,10 Km 

    e. Penanganan Longsoran 0,48 Km 

    f. Peningkatan Struktur ke Perkerasan 5,08 Km 

  RDC 003 Jalan Strategis ProPN 7,70 Km 

    a. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 7,70 Km 

    Output Renstra : Panjang Jembatan yang Diganti 143,70 M 

    Rincian Output:   

  CDF 003 Penggantian Jembatan 41,00 M 

    a. Penggantian Jembatan 41,00 M 

  RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 102,70 M 

    a. Penggantian Jembatan 102,70 M 

    
Output Renstra : Panjang Jembatan yang Dilakukan 
Penanganan Rutin 

13.645,55 M 

    Rincian Output:   

  CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan 1.154,95 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.154,95 M 

  CDF 002 Preservasi Jembatan 1.112,05 M 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

    a. Rehabilitasi Jembatan 581,25 M 

    b. Pemeliharaan berkala Jembatan 474,60 M 

    c. Perbaikan Oprit Jembatan 56,20 M 

  CDF 004 Pemeliharaan Rutin Jembatan di Jalan Baru 488,00 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Jalan Baru 488,00 M 

  CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya 8.842,64 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 19.032,44 M 

  RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan 705,71 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 705,71 M 

  RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 589,90 M 

    a. Rehabilitasi Jembatan 141,80 M 

    b. Pemeliharaan Berkala Jembatan 448,10 M 

  RDF 007 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya 752,30 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 752,30 M 

    Output Renstra : Dukungan Teknis 
28,00 

Dokumen 

    Rincian Output:   

  CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 
12,00 

Dokumen 

  CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik 
16,00 

Dokumen 

    
IKP : Tingkat Pencapaian Target Jalan Nasional yang 
Berkeselamatan 

  

    
Parameter : Tingkat Pencapaian Target Jalan Nasional 
yang Berkeselamatan 

  

    
IKK : Capaian Target Jalan Nasional yang 
Berkeselamatan 

  

    
Output Renstra : Panjang Jalan yang Ditangani 
Keselamatan 

0,20 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 004 
Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan 

0,06 Km 

    a. Penanganan Drainase 0,06 Km 

  RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 0,14 Km 

    a. Penanganan Drainase 0,14 Km 

Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis 
Lainnya Direktorat Jenderal 
Bina Marga 

  
IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas 
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga 
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Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan 
Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga: Rp 938.937.099.000,- 

 

 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

    
Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen 
dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina 
Marga 

  

    IKK : Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen   

    Rincian Output:   

  EBA 956 Layanan BMN 5,00 Layanan 

  EBA 962 Layanan Umum 
22,00 

Layanan 

  EBA 994 Layanan Perkantoran 
22,00 

Layanan 

  EBB 951 Layanan Sarana Internal 18,00 Unit 

 
 

 
 
 
 

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revii Akhir 

Pada bulan Desember 2025 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi  yang 

menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 

Anggaran 2024 berdasarkan Revisi DIPA status 29 Desember 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja 

(PK) Tahun Anggaran 2025 (Revisi Akhir) antara Kepala BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

dengan Dirjen Bina Marga dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 di bawah ini: 

Tabel 2.2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025  (Revisi) BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Jalan Nasional 

  
IKP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah 
Tertinggal dan Perbatasan 

  

    
Parameter : Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Perbatasan 

- 

    
IKK : Capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 

100,00% 

    Output Renstra : Panjang Jalan yang Dibangun 8,67 Km 

    Rincian Output:   

  RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 2,78 Km 

    a. Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan 2,78 Km 

  RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 5,89 Km 

    a. Peningkatan Struktur ke Perkerasan 5,89 Km 

    Output Renstra : Panjang Jembatan yang Dibangun 33,16 M 

    Rincian Output:   

  RBF 001 
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong 
MP 

33,16 M 

    a. Pembangunan Jembatan 33,16 M 

    
Output Renstra : Panjang jalan yang dilakukan 
penanganan rutin 

137,02 Km 

    Rincian Output:   
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

  CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 137,02 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 137,02 Km 

    IKP : Tingkat Kondisi Prasarana Jalan Nasional   

    Parameter : Tingkat Kondisi Prasarana Jalan Nasional - 

    IKK : Capaian Tingkat Kondisi Prasarana Jalan 100,00% 

    
Output Renstra : Panjang Jalan yang Dilakukan 
Penanganan Rutin 

1.699,06 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 712,20 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 18,95 Km 

    b. Pemeliharaan Rutin Kondisi 471,60 Km 

    c. Penunjangan holding 221,65 Km 

  CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya 399,69 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 399,69 Km 

  RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 522,50 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 40,95 Km 

    b. Pemeliharaan Rutin Kondisi 347,24 Km 

    c. Penunjangan holding 134,31 Km 

  RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya 64,67 Km 

    a. Pemeliharaan Rutin 64,67 Km 

    Output Renstra : Panjang Jalan yang Dipreservasi 25,60 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 002 Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan 4,25 Km 

    a. Rehabilitasi Minor Jalan 2,90 Km 

    b. Rehabilitasi Mayor Jalan 0,50 Km 

    c. Rekonstruksi Jalan 0,10 Km 

    d. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 0,74 Km 

    e. Penanganan Longsoran 0,86 Km 

  RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 13,05 Km 

    a. Rehabilitasi Minor Jalan 6,14 Km 

    b. Rehabilitasi Mayor Jalan 0,20 Km 

    c. Rekonstruksi Jalan 0,38 Km 

    d. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 6,33 Km 

    e. Penanganan Longsoran 0,82 Km 

    f. Penanganan Drainase 0,14 Km 

  RDC 003 Jalan Strategis ProPN 8,30 Km 

    a. Pelebaran Jalan Menuju Standar 0,60 Km 

    b. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 7,70 Km 

    Output Renstra : Panjang Jembatan yang Diganti 115,70 M 

    Rincian Output:   

  CDF 003 Penggantian Jembatan 41,00 M 

    a. Penggantian Jembatan 41,00 M 

  RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 74,70 M 

    a. Penggantian Jembatan 74,70 M 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

    
Output Renstra : Panjang Jembatan yang Dilakukan 
Penanganan Rutin 

14.958,85 M 

    Rincian Output:   

  CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan 1.154,95 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.154,95 M 

  CDF 002 Preservasi Jembatan 1.172,05 M 

    a. Rehabilitasi Jembatan 641,25 M 

    b. Pemeliharaan berkala Jembatan 474,60 M 

    c. Perbaikan Oprit Jembatan 56,20 M 

  CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya 8.842,64 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 8.842,64 M 

  RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan 705,71 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 705,71 M 

  RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong MP 659,90 M 

    a. Rehabilitasi Jembatan 211,80 M 

    b. Pemeliharaan Berkala Jembatan 448,10 M 

  RDF 007 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya 2.423,60 M 

    a. Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.423,60 M 

    Output Renstra : Dukungan Teknis 
26,00 

Dokumen 

    Rincian Output:   

  CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 
8,00 

Dokumen 

  CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik 
18,00 

Dokumen 

    IKP : Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan   

    
Parameter : Persentase Jalan Nasional yang 
Berkeselamatan 

- 

    
IKK : Capaian Target Jalan Nasional yang 
Berkeselamatan 

100,00% 

    
Output Renstra : Panjang Jalan yang Ditangani 
Keselamatan 

0,07 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 004 
Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan 
Jalan 

0,07 Km 

    a. Penanganan Drainase 0,06 Km 

Meningkatnya 
Konektivitas Jalan Daerah 

  
IKP : Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 
Konektivitas Jalan Daerah 

  

    
Parameter : Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 
Konektivitas Jalan Daerah 

- 

    
IKK : Tingkat Kinerja Pelaksanaan Dukungan 
Pembangunan Jalan Daerah 

100,00% 

    Output Renstra : Panjang Jalan yang Dipreservasi 15,97 Km 

    Rincian Output:   

  CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah 15,97 Km 

    a. Rekonstruksi Jalan 3,30 Km 

    b. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup 7,20 Km 

    c. Peningkatan Struktur ke Perkerasan 5,47 Km 

    
Output Renstra : Panjang Jembatan yang Dilakukan 
Penanganan Rutin 

100,00 M 

    Rincian Output:   
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Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 
dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Tahun 2024 (Revisi Akhir)  

: Rp 858.303.458.000  
     

: Rp  2.982.199.206.000,- 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA   TARGET 2025   

  CDF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah 100,00 M 

    a. Rehabilitasi Jembatan 100,00 M 

Meningkatnya Dukungan 
Manajemen Kementerian 
PU dan Tugas Teknis 
Lainnya 

  
IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas 
Teknis Lainnya (DJBM) 

  

    
Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Lainnya (DJBM) 

85,76% 

    IKK : Tingkat dukungan manajemen BBPJN/BPJN 85,76% 

    Rincian Output:   

  EBA 962 Layanan Umum 6,00 Layanan 

  EBA 994 Layanan Perkantoran 
22,00 

Layanan 

  EBB 951 Layanan Sarana Internal 12,00 Unit 

 
 

  

 

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) 

Pada bulan Desember 2025 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi 

DIPA akhir BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025. Perubahan Perjanjian 

Kinerja karena beberapa faktor antara lain: 

1. Revisi Efiseinsi (Buka Blokir 1) 

2. Revisi Efiseinsi (Buka Blokir 2) 

3. Revisi Penyesuaian Output Pekerjaan pada paket SBSN; 

4. Revisi sisa hasil tender; 

5. Revisi Usulan IJD; 

6. Revisi Realokasi Anggaran terblokir 

7. Revisi Luncuran SBSN; 

8. Revisi Geser Pagu dari Papua Tengah akibat Restrukturisasi Balai 

 

2.2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025 (outcome) 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan telah menyusun 

Perjanjian Kinerja berdasarkan DIPA revisi pada bulan Desember 2025. Untuk output Layanan 

Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan, Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik, 

Layanan Sarana Internal, dan Layanan Perkantoran yang terdapat dalam Indikator Kinerja 
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Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR tidak ditampilkan pada Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 (Revisi) BBPJN Papua-Papua Pegunungan namun rinciannya 

terdapat dalam Catatan Kaki PK tersebut. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 

Anggaran 2025 (Revisi) BBPJN Papua-Papua Pegunungan mengacu pada ketentuan Sasaran 

Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra 

Ditjen Bina Marga 2025 – 2029. Berikut merupakan Tabel Perbandingan (Outcome) dan 

Sandingan (Output) PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 

Tabel 2.2. 3 Perbandingan Indikator Kinerja Program PK Awal dengan  

PK Revisi Tahun Anggaran 2025 

No 

Indikator Kinerja   Target 

Ket 
PK Awal Satuan 

PK Revisi dan PK 
Revisi Akhir 

Satuan 
PK 

Awal  
PK 

Revisi 

PK 
Rev 

Akhir 

  
Program 
Infrastruktur 
Konektivitas 

  
Program 
Infrastruktur 
Konektivitas 

      
    

  
Meningkatnya 
kinerja pelayanan 
jalan nasional 

  
Meningkatnya 
kinerja pelayanan 
jalan nasional 

      
    

1 

Tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah 
tertinggal dan 
kawasan 
perbatasan 

Km/100 
Km2 

Tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah 
tertinggal dan 
perbatasan 

Km/100 
Km2 

1.21 1.22 1.22 

  

  

Capaian tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah 
tertinggal dan 
kawasan 
perbatasan 

  

Capaian tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah 
tertinggal dan 
kawasan 
perbatasan 

% 100 100 100  

2 
Tingkat kondisi 
prasarana jalan 

% 
Tingkat kondisi 
prasarana jalan 
nasional 

% 82.01 81,81 81,81 
  

  
Capaian tingkat 
kondisi prasarana 
jalan 

  
Capaian tingkat 
kondisi prasarana 
jalan 

% 100 100 100  

3 

Tingkat 
pencapaian target 
jalan nasional 
yang 
berkeselamatan 

% 
Persentase jalan 
nasional yang 
berkeselamatan 

% 31,76 24 24 

  

  

Capaian target 
jalan nasional 
yang 
berkeselamatan 

  

Capaian target 
jalan nasional 
yang 
berkeselamatan 

% 100 100 100 

  

  
Meningkatnya 
konektivitas jalan 
daerah 

  
Meningkatnya 
konektivitas jalan 
daerah 

     
  

4 

Tingkat 
pencapaian kinerja 
peningkatan 
konektivitas jalan 
daerah 

% 

Tingkat 
pencapaian kinerja 
peningkatan 
konektivitas jalan 
daerah 

% 100 100 100 
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No 

Indikator Kinerja   Target 

Ket 
PK Awal Satuan 

PK Revisi dan PK 
Revisi Akhir 

Satuan 
PK 

Awal  
PK 

Revisi 

PK 
Rev 

Akhir 

  

Tingkat kinerja 
pelaksanaan 
dukungan 
pembangunan 
jalan daerah 

  

Tingkat kinerja 
pelaksanaan 
dukungan 
pembangunan 
jalan daerah 

% 100 100 100 

  

  
Program 
Dukungan 
Manajemen 

  
Program 
Dukungan 
Manajemen 

      
    

  

Meningkatnya 
dukungan 
manajemen 
Kementerian PU 
dan tugas teknis 
lainnya 

  

Meningkatnya 
dukungan 
manajemen 
Kementerian PU 
dan tugas teknis 
lainnya 

      

    

5 

Tingkat kualitas 
dukungan 
manajemen dan 
tugas teknis 
lainnya Ditjen Bina 
Marga 

% 

Tingkat kualitas 
dukungan 
manajemen dan 
tugas teknis 
lainnya (DJBM) 

% 85.76 85.76 85.76 85.76 

  
Tingkat kinerja 
dukungan 
manajemen 

% 
Tingkat Dukungan 
Manajemen 
BBPJN/BPJN 

% 85.76 85.76 85.76 85.76 

  TOTAL ANGGARAN           
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2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output) 

Tabel 2.2. 4 Perbandingan Target PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2025 

NO  OUTPUT SAT 

 TARGET 

PK AWAL 
PK REVISI 

AKHIR 
PK REVISI AKHIR 

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Jalan 
Nasional 

       

IKP: Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan  

km/100km2   1,21 1,22  1,22 

Indikator Kinerja Kegiatan        
1 RBC 

002 
Pembangunan Jalan Trans 
Papua Merauke-Sorong MP 

Km - 2,78 2,78 

 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km - 5,89 5,89 

 RBF 
001 

Pembangunan Jalan Trans 
Papua Merauke - Sorong 
(MP)  

M 18,00 33,16 33,16 

 CDC 
005 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

Km -  137,02 

IKP: Tingkat Kondisi Prasarana Jalan  % 82.01 81,81 81,81 
Indikator Kinerja Kegiatan  % 100  

 

2 CDC 
001 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan 

Km 558,17 712,20 712,20 

3 CDC 
005 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

Km 95,22 401,1 
 

4 CDC 
012 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan Padat Karya 

Km 374,07 399,69 399,69 

5 RDC 
001 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan  

Km 199,82 522,50 522,50 

6 RDC 
009 

Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan Padat Karya 

Km 57,21 64,67 64,67 

7 CDC 
002 

Preservasi Rekonstrruksi 
Rehabilitas Jalan 

Km 176,33 34,21 4,25 
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NO  OUTPUT SAT 

 TARGET 

PK AWAL 
PK REVISI 

AKHIR 
PK REVISI AKHIR 

8 CDC 
003 

Pelebaran Jalan Menuju 
Standar 

Km 0,80  - 

9 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km 27,76 27,97 13,05 

10 RDC 
003 

Jalan Strategis ProPN Km 7,70 8,30 8,30 

11 CDF 003 Penggantian Jembatan M 41,00 41,00 41,00 
12 RDF 

002 
Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

M 102,70  74,70 

13 CDF 001 Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

M 1.154,95 1.154,95 1.154,9 

14 CDF 002 Preservasi Jembatan M 1.112,05 1.112,05 1.172,05 
15 CDF 004 Pemeliharaan Rutin 

Jembatan di Jalan Baru 
M 488,00 488 - 

16 CDF 010 Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jembatan Padat Karya 

M 8.842,64 8.842,64 8.842,64 

17 RDF 
001 

Preservasi Rutin Jembatan 
Padat Karya 

M 705,71 705,71 705,71 

18 RDF 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

M 589,90 659,90 659,90 

19 RDF 
007 

Preservasi Rutin Jembatan 
Padat Karya 

M 752,30 2.423,60 2.423,60 

20 CBR 
001 

Layanan Penyiapan dan 
Pengendalian Pelaksanaan  

Dokumen 12,00 12,00 8,00 

21 CBR 
002 

Layanan Perencanaan dan 
Pengawasan Teknik 

Dokumen 16,00 15,00 18,00 

IKP: Tingkat Pencapaian Target Jalan Nasional 
yang Berkeselamatan 

 % 31,76 24 24 

Indikator Kinerja Kegiatan   % 
 

 
 

22 CDC 
004 

Penanganan Drainase 
Trotoar dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan 

Km 0,06 0,07 0,07 

23 RDC 
002 

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong MP 

Km 0,14 - - 
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NO  OUTPUT SAT 

 TARGET 

PK AWAL 
PK REVISI 

AKHIR 
PK REVISI AKHIR 

Sasaran Strategis: Meningkatnya Konektivitas 
Jalan Daerah 

  
 

 
 

IKP: Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 
Konektivitas Jalan Daerah 

 %  -  100 

Indikator Kinerja Kegiatan   %  -  100 
24 CDC 

023 
Dukungan Penanganan 
Jalan Daerah 

Km -  15,97 

25 CDF 024 Dukungan Penanganan 
Jembatan Daerah 

M -  100,00 

Sasaran Strategis: Meningkatkan Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dari 
Ditjen Bina Marga 

 % 85,76 85,76 85,76 

IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina 
Marga 

 % 85,76 85,76 85,76 

Indikator Kinerja Kegiatan   % 85,76 5,00 85,76 
26 EBA 

962 
Layanan Umum Layanan 5,00 22,00 6,00 

27 EBA 
994 

Layanan Perkantoran Layanan 22,00 22,00 22,00 

28 EBB 
951 

Layanan Sarana Internal Unit 22,00 23,00 12,00 



` 
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2.3 Metode Pengukuran 

2.3.1 Metode Pengukuran terhadap indikator kinerja Tingkat Aksesibilitas, Rating 

Kondisi, Rating Keselamatan dan Dukungan Manajemen (Dukman) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi 

utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka 

menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan 

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan 

terwujudnya organisasi yang akuntabel.  

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, 

dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang 

diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. 

Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan 

posisi kinerja instansi pemerintah. 

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Pelaksanaan Nasional Jayapura Tahun 2024 

dilaksanakan terhadap realisasi kinerja aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai ikhtisar 

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pelaksanaan Nasional Jayapura Tahun 2024 yang diturunkan dari 

kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 

– 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.5 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 

Sasaran 

mencapai 

Kebijakan 

Program 

Sasaran 

Kegiatan 

Capaian Kinerja 

Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Indikator Kinerja 

Tujuan Stratejik 

Sasaran 

Gambar 2.3.1 1 Tahapan Pengukiran Kinerja 
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Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan 

monitoring dan evaluasi kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan 

penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan 

evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan 

dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang 

harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan 

tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target 

bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria: 

a. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya; 

b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; 

c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja 

terbaru. 

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Metode Pengukuran 

Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik diuraikan pada Tabel II.8 dan Tabel II.9 seperti tampak 

dibawah ini: 
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Tabel 2.3.1. 1 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program 

Sasaran 
Kegiatan 

 Indikator Kinerja Metode Perhitungan Indikator Kinerja 

145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS 

7696 - Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional 

SK 
02.01.01 

Meningkatnya 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Pembanguna
n dan 
Preservasi 
Jalan 

IKK 
01 

Capaian 
tingkat 
aksesibilitas 
jalan jalur 
utama daerah 
tertinggal dan 
perbatasan 

 

 

 
Keterangan:  

AALMUDB(i) = Capaian tingkat aksesibilitas jalur utama 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 

 

RALMUDB(i) = Realisasi tingkat aksesibilitas jalur utama 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pada wilayah 
kerja Balai i (km/100km2) 

 

TALMUDB(i) = Target tingkat aksesibilitas jalur utama 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pada wilayah 
kerja Balai i (km/100km2) 

 

IKK 
02 

Capaian 
tingkat kondisi 
prasarana 
Jalan 

  

 

 

 
Keterangan:  

ARCNR(i) = Capaian tingkat kondisi prasarana jalan Balai i 
(%) 

 

RRCNR(i) = Realisasi tingkat kondisi prasarana jalan Balai i 
(%) 

 

TRCNR(i) = Target tingkat kondisi prasarana jalan Balai i (%)  
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Sasaran 
Kegiatan 

 Indikator Kinerja Metode Perhitungan Indikator Kinerja 

IKK 
04 

Capaian target 
jalan nasional 
yang 
berkeselamata

n 

  

 

 
Keterangan:  

ASLNR(i) = Capaian panjang jalan nasional yang 
berkeselamatan (%) 

 

RSLNR(i) = Realisasi panjang jalan nasional dgn Star Rating 
> 3 di Balai i (km) 

 

TSLNR(i) = Target panjang jalan nasional dgn Star Rating > 3 
di Balai i (km) 

 

7996 - Kegiatan Pembinaan dan Dukungan Pembangunan Jalan Daerah  

SK 
02.03.01 

Meningkatnya 
kinerja 
pembinaan 
dan 
dukungan 
pembanguna
n jalan 
daerah 

IKK 
01 

Tingkat kinerja 
pelaksanaan 
dukungan 
pembangunan 
jalan Daerah 

  

 

 

 

 
Keterangan:  

CSPLSNR = Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan 
pembangunan jalan daerah (%) 

 

SNRRCR = Realisasi dukungan pembangunan jalan daerah 
balai i (km) 

 

SNRRCT = Target dukungan pembangunan jalan daerah 
balai i (km) 

 

SNRRPR = Realisasi dukungan preservasi  jalan daerah balai 
i (km) 

 

SNRRPT = Target dukungan preservasi jalan daerah balai i 
(km) 

 

SNRBCR = Realisasi dukungan pembangunan jembatan 
daerah balai i(m) 
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Sasaran 
Kegiatan 

 Indikator Kinerja Metode Perhitungan Indikator Kinerja 

SNRBCT = Target dukungan pembangunan jembatan daerah 
balai i(m) 

 

145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN  

7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga  

SK 
06.01.01 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya Unit 
Kerja dan 
Unit 
Pelaksana 
Teknis 

IKK 
10 

Tingkat 
Dukungan 
Manajemen 
BBPJN/BPJN 

1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%)  

2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat 
Waktu (50%) 
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Tabel 2.3.1. 2 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik 

No 
Indikator Kinerja 
Kegiatan/ Output Satuan Cara Pengukuran Sumber Data 

(Fisik) 
 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 

1 
Pembangunan Jalan Trans 
Papua Merauke-Sorong 
(MP) 

Km 
realisasi  panjang 
terbangunnya jalan baru 

E-monitoring 

SIPP 

2 
Pembangunan Jalan Akses 
Simpul Transportasi 
(ProPn)(PEN) 

Km 
realisasi  panjang 
terbangunnya jalan baru 

E-monitoring 

SIPP 

3 
Pembangunan Jembatan 
Akses Simpul Transportasi 
(ProPN) 

M 
realisasi panjang 
terbangunnya jembatan baru 

E-monitoring 

SIPP 

4 
Dukungan Penanganan 
Jembatan Daerah 

M 
realisasi panjang 
terbangunnya jembatan baru 

E-monitoring 

SIPP 
 Rating Kondisi Jalan Nasional 

5 
Preservasi Pemeliharaan 
Rutin jalan 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

6 
Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan (Padat 
Karya)(PEN) 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

7 
Preservasi Pemeliharaan 
Rutin jalan 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

8 
Preservasi Pemeliharaan 
Rutin Jalan (Padat Karya) 
(PEN) 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

9 
Preservasi Rekonstruksi, 
Rehabilitasi Jalan 

Km 

realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rekonstruksi dan 
rehabilitasi 

E-monitoring 

SIPP 

10 
Pelebaran Jalan Menuju 
Standar 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat  
pelebaran menuju standar 

E-monitoring 

SIPP 

11 
Penanganan Drainase, 
Trotoar, dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan  

Km 

realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
Drainase, Trotoar, dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan  

E-monitoring 

SIPP 

12 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Baru 

Km 
realisasi panjang jalan baru 
yang mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

13 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 
(PEN) 

Km 
realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rekonstruksi 

E-monitoring 

SIPP 
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No 
Indikator Kinerja 
Kegiatan/ Output Satuan Cara Pengukuran Sumber Data 

(Fisik) 

14 
Jalan Strategis (ProPN) 
(PEN) 

Km 

realisasi panjang jalan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan 
rekonstruksi,Rehabilitasi, 
Penanganan longsoran dan 
pelebaran jalan menuju standar 

E-monitoring 

SIPP 

15 
Preservasi Rutin Jembatan 
(Padat Karya) (PEN) 

 
 

M 

realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

16 Preservasi Rutin Jembatan M 
realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penanganan 
pemeliharaan rutin 

E-monitoring 

SIPP 

17 Preservasi Jembatan M 

realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penanganan 
rehabilitasi dan pemeliharaan 
berkala jembatan 

E-monitoring 

SIPP 

18 Penggantian Jembatan M 
realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penggantian 

E-monitoring 
SIPP 

19 
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan (Padat 
Karya)(PEN) 

M 

realisasi panjang jembatan yang  
mendapat penanganan 
pemeliharaan  
rutin 

E-monitoring 

SIPP 

20 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 
(PEN) 

M 

realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penanganan 
rehabilitasi,pemeliharaan 
berkala, dan penggantian 
jembatan 

E-monitoring 

SIPP 

21 
Jalan Strategis 
(ProPN)(PEN) 

M 

realisasi panjang jembatan yang 
mendapat penanganan 
rehabilitasi dan pemeliharaan 
berkala 

E-monitoring 

SIPP 

22 
Layanan Penyiapan 
Pengendalian dan 
Pelaksanaan 

Dok 
realisasi Penyiapan 
Pengendalian dan Pelaksanaan 

E-monitoring 

SIPP 

23 
Layanan Perencanaan dan 
Pengawasan Teknis 

Dok 
realisasi Perencanaan dan 
Pengawasan Teknis 

E-monitoring 
SIPP 

26 Penanganan Blackspot KM realisasi penanganan blackspot 
E-monitoring 

SIPP 

27 Layanan BMN 
Layana

n 
realisasi Layanan BMN 

E-monitoring 
SIPP 

28 Layanan Umum 
Layana

n 
realisasi Layanan Umum 

E-monitoring 

SIPP 

29 Layanan Perkantoran 
Layana

n 
realisasi Layanan Perkantoran 

E-monitoring 
SIPP 

30 Layanan Sarana Internal 
Layana

n 
realisasi Layanan Sarana 
Internal 

E-monitoring 
SIPP 
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Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, dalam memperoleh data kinerja 

pelaksanaaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

baik bulanan maupun tahunan telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem Informasi 

Integrated electronic Monitoring (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis 

data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring 

dan Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SIPP dan juga PPK dan 

Kasatker terkait.  

 

2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra  

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga 

tahun 2025-2029 merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali 

pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan. Dokumen Renstra ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan 

dalam lingkup Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dan sebagai 

acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah 

dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat 

Jenderal Bina Marga atau Kementerian PU. 

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra  

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan outcome dan target yang 

tercantum pada Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan Tahun Anggaran 2025 dengan Target Tahun 2025 pada Renstra Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan 2025-2029, sebagai berikut: 

 
Tabel 2.4. 1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan  

Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Satuan 
Target Renstra 

2025 2026 2027 2028 2029 

  Program Infrastruktur Konektivitas             

  
Meningkatnya kinerja pelayanan jalan 
nasional 

  
          

1 
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan perbatasan 

Km/100 
Km2 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Target Renstra 

2025 2026 2027 2028 2029 

  
Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 

% 
          

2 Tingkat kondisi prasarana jalan nasional %           

  Capaian tingkat kondisi prasarana jalan %           

3 
Persentase jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 
          

  
Capaian target jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 
          

  Meningkatnya konektivitas jalan daerah             

4 
Tingkat pencapaian kinerja peningkatan 
konektivitas jalan daerah 

% 
          

  
Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan 
pembangunan jalan daerah 

% 
          

  Program Dukungan Manajemen             

  
Meningkatnya dukungan manajemen 
Kementerian PU dan tugas teknis lainnya 

  
          

5 Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN %           

                

 
 

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis (Unit Kerja periode tahun 

pelaporan)  

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan output dan target yang 

tercantum pada Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

PegununganTahun Anggaran 2025 dengan Target Tahun 2025 pada Renstra Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan2025-2029, sebagai berikut: 

 

   
Tabel 2.4. 2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan  

Revisi Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target 2025 

Renstra 
PK Revisi 

Akhir 

  Program Infrastruktur Konektivitas       

  Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional       

1 
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan perbatasan 

Km/100 
Km2 

    

  
Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan kawasan perbatasan 

% 100 100 

2 Tingkat kondisi prasarana jalan nasional %     

  Capaian tingkat kondisi prasarana jalan % 100 100 
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No Indikator Kinerja Satuan 

Target 2025 

Renstra 
PK Revisi 

Akhir 

4 Persentase jalan nasional yang berkeselamatan %     

  Capaian target jalan nasional yang berkeselamatan % 100 100 

  Meningkatnya konektivitas jalan daerah       

1 
Tingkat pencapaian kinerja peningkatan konektivitas 
jalan daerah 

%     

  
Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan pembangunan 
jalan daerah 

% 100 100 

  Program Dukungan Manajemen       

  
Meningkatnya dukungan manajemen 
Kementerian PU dan tugas teknis lainnya 

      

1 
Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas 
teknis lainnya (DJBM) 

% 87.05 85.76 

  Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN % 87.05 85.76 

          

Sumber: Revisi Renstra 2020-2024 dan PK 2024 BBPJN Papua-Papua Pegunungan 
 
Dari tabel sandingan di atas, tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara target yang 

tercantum di Revisi Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan 2020-2024 dengan Target 

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adanya revisi anggaran untuk penyesuaian anggaran beberapa output baru, disamping juga 

kebutuhan untuk menjaga kondisi dan daya dukung jalan tetap mantap sehingga mayoritas 

output mengalami penyesuaian target dibanding yang sudah ditetapkan pada Renstra BBPJN 

Papua-Papua Pegunungan Tahun 2020-2024. Kemudian pada tahun anggaran 2024 terdapat 

klasifikasi rincian output baru dengan penamaan spesifik untuk mendukung ruas Trans Papua 

yang sebelumnya tidak ada di renstra balai (contoh: Pembangunan jalan/jembatan Trans Papua 

Merauke-Sorong) sehingga isian target pada kolom Renstra kosong sesuai dengan 

perkembangan/perubahan kebutuhan di lapangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. 
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BAB III  

AKUNTABILTAS KINERJA 

 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian 

menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai 

dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini 

ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini 

dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk 

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:  

a. Penyelenggaraan SAKIP; 

b. Rencana Strategis;  

c. Perjanjian Kinerja;  

d. Pengukuran Kinerja;  

e. Pengelolaan Data Kinerja;  

f. Pelaporan Kinerja; dan  

g. Reviu dan Evaluasi Kinerja. 

 Laporan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan 

merupakan perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu 

dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja yang juga diterapkan pada 

pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Siklus Akuntablitas Kinerja 

Gambar 3. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja 
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3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Berdasarkan penilaian komponen Evaluasi SAKIP sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil penilaian implementasi atas SAKIP pada Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2024 sebesar 83,30 % dengan kategori Memuaskan (A). Dari hasil penilaian tersebut terdapat beberapa 

rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang perlu ditindaklanjuti. Adapun progres rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 1 Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP BBPJN Papua-Papua Pegunungan TA. 2023 

No Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti Dukung 

A. Perencanaan Kinerja       

1 

Menginventarisir dan 
mendokumentasikan bukti 
terkait notulensi 
pembahasan penelaahan 
anggaran maupun Berita 
Acara/lembar asistensi 
penelaahan tahun 2024 

Akan mendokumentasikan 
bukti terkait notulensi 
pembahasan penelaahan 
anggaran maupun Berita 
Acara/lember asistensi 
penelaahan pada periode 
berikutnya 
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti Dukung 

B. Pengukuran Kinerja       

1 

Mempertahankan 
pemenuhan, kualitas, dan 
pemanfaatan pengukuran 
kinerja dalam 
pelaksanaan SAKIP di 
BBPJN Papua – Papua 
Pegunungan. 

Akan mempertahankan 
pemenuhan, kualitas, dan 
pemanfaatan pengukuran 
kinerja dalam pelaksanaan 
SAKIP di BBPJN Papua – 
Papua Pegunungan. 

 

C. Pelaporan Kinerja       

1 

Menginventarisir bukti 
penerimaan Laporan 
Kinerja oleh Pimpinan di 
atasnya. 

Akan menginventarisir bukti 
penerimaan Laporan Kinerja 
oleh Pimpinan di atasnya 
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti Dukung 

2 

Menyajikan matriks/ 
paparan/ notulen yang 
disampaikan oleh 
Pimpinan telah memuat 
pembahasan terhadap 
pencapaian kinerja mulai 
dari level IKP sampai 
output. 

Akan Menyajikan matriks/ 
paparan/ notulen yang 
disampaikan oleh Pimpinan 
telah memuat pembahasan 
terhadap pencapaian kinerja 
mulai dari level IKP 

 

3 

Menyajikan analisis dan 
evaluasi yang memadai 
pada level output dan 
IKSP 

Akan menyajikan analisis dan 
evaluasi yang memadai pada 
level output dan IKSP pada 
periode berikutnya. 

  

D. Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja 

  
    

1 

Menugaskan Tim 
Evaluasi yang tercantum 
dalam Keputusan Kepala 
BBPJN Papua – Papua 
Pegunungan untuk 
mengikuti sosialisasi/ 
workshop atau 
mengadakan sosialisasi/ 

Akan menugaskan Tim 
Evaluasi yang tercantum 
dalam Keputusan Kepala 
BBPJN Papua – Papua 
Pegunungan untuk mengikuti 
sosialisasi/ workshop atau 
mengadakan sosialisasi/ 
workshop terkait pedoman   
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti Dukung 
workshop terkait 
pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

2 

Menyusun rencana tindak 
lanjut, menindaklanjuti 
dan menyampaikan 
progress tindak lanjut 
LHE AKIP secara berkala. 

Akan Menyusun rencana 
tindak lanjut, menindaklanjuti 
dan menyampaikan progress 
tindak lanjut LHE AKIP secara 
berkala. 

 

3 

Mempertahankan/ 
meningkatkan capaian 
kinerja di tahun 
selanjutnya. 

Akan mempertahankan/ 
meningkatkan capaian kinerja 
di tahun selanjutnya. 

- 

Link Tindak Lanjut EV SAKIP TA. 2024 : https://bit.ly/TINDAKLANJUTEVSAKIP2024 
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3.2 Capaian Kinerja BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2025  

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan tahun 2025 

mempunyai 27 (dua puluh tujuh) Rincian Output (RO) yang nilai capaiannya harus diukur setiap 

tahunnya. Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang 

kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan 

indikator kinerja selama periode yang dilaporkan. 

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2025 BBPJN Papua-

Papua Pegunungan telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan 

Indikator Kinerja Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2025 – 2029. Sesuai 

dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2025 – 2029, BBPJN Papua-Papua Pegunungan melaksanakan 

Sasaran program Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional, Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Jalan Daerah dan Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian dalam tugas 

teknis lainnya DJBM. Adapun ketiga sasaran program tersebut masing-masing memiliki Indikator 

Kinerja Program sebagai berikut:  

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional  

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut: 

d. Tingkat Aksesibilitas Jalan Utama Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan; 

e. Tingkat Kondisi Prasarana Jalan; 

f. Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan 

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Daerah 

 Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan 

Konektivitas daerah 

3. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian dalam tugas teknis lainnya DJBM 

 Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Kualitas dukungan manajemen dan 

tugas teknis lainnya Ditjen Bina Marga. 
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Tabel di bawah ini merupakan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2025: 

Tabel 3.2. 1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 

NO INDIKATOR KINERJA  SAT TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
KETERANGAN 

  Program Infrastruktur Konektivitas           

  
Meningkatnya kinerja pelayanan 
jalan nasional 

          

1 
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama 
daerah tertinggal dan perbatasan 

Km/100 
Km2 

1,22 1,22 100   

  
Capaian tingkat aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah tertinggal dan 
kawasan perbatasan 

% 100 100 100   

2 
Tingkat kondisi prasarana jalan 
nasional 

% 81,81 81,81 100   

  
Capaian tingkat kondisi prasarana 
jalan 

% 100 100 100   

3 
Persentase jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 24 24 100   

  
Capaian target jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 100 100 100   

  
Meningkatnya konektivitas jalan 
daerah 

          

4 
Tingkat pencapaian kinerja 
peningkatan konektivitas jalan daerah 

% 100 100 100   

  
Tingkat kinerja pelaksanaan 
dukungan pembangunan jalan 
daerah 

% 100 100 100   

  Program Dukungan Manajemen           

  
Meningkatnya dukungan 
manajemen Kementerian PU dan 
tugas teknis lainnya 

          

5 
Tingkat kualitas dukungan 
manajemen dan tugas teknis lainnya 
(DJBM) 

% 85,76 85,93 100,20   

  
Tingkat Dukungan Manajemen 
BBPJN/BPJN 

% 85,76 85,93 100,20   

 

3.2.2 Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan  

Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal tercapai 100%. Berikut ini 

perhitungan capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional di lingkungan BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan adalah sebagai berikut: 

Target 2025 : 1,22 % (Sumber: Data Matriks KSJJ) 

Realisasi 2025 : 1,22 % (Sumber: Data Matriks KSJJ) 

𝑇𝐼 =
1,22

1,22
 × 100%  

      = 100,00% 
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Tabel 3.2. 2 Capaian Tingkat Aksesbilitas Jalan Nasional TA.2025 

NO OUTPUT SAT 

TARGET 
PK 

REVISI 
AKHIR 

REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

Sasaran Program : Meningkatnya 
Kinerja Pelayanan Jalan Nasional 

          

IKP 1 :Tingkat Aksesibilitas jalan jalur 
utama daerah tertinggal dan 
perbatasan 

 Km/100km2 1,22 1,22 100   

IKK: Capaian tingkat aksesibilitas 
jalan jalur utama daerah tertinggal dan 
kawasan perbatasan 

% 100 100 100   

1 RBC 002 

Pembangunan 
Jalan Trans Papua 
Merauke - Sorong 
(MP)  

Km 2.78 2.78 100 

  

    
Pembangunan Jalan 
Sampai Perkerasan 

Km 2.78 2.78 100 
  

2 RDC.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong 
(MP) 

Km 5.89 5.89 100 
  

    
Penignkatan Struktur 
ke Perkerasan 

Km 5.89 5.89 100 
  

3 RBF.001 

Pembangunan 
Jalan Trans Papua 
Merauke - Sorong 
(MP)  

Km 33.16 33.16 100 

  

    
Pembangunan 
Jembatan  

Km 15.16 15.16 100 
  

    
Pembangunan 
Jembatan  

Km 15.16 15.16 100 
  

4 CDC.005 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan Baru 

Km 137.02 137.02 100 
  

    
Pemeliharaan Jalan 
Rutin Baru 

Km 80.1 80.1 100 
  

    
Pemeliharaan Jalan 
Rutin Baru 

Km 56.92 56.92 100 
  

 

3.2.3 Tingkat kondisi prasarana jalan nasional  

Rating Kondisi prasarana Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, 

dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional). IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan 

sebagai nilai rata-rata terbobot dari empat komponen yaitu: 

• Kekasaran / Roughness (nilai international roughness index, IRI) 

• Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement Surface Condition (PCI) 

• Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life (Pavement Strength) 

• Efektivitas Drainase / Drainage Effectiveness (Surface Drainage and Subsoil Drainage) 

Maka didapat nilai Rating Kondisi Jalan Nasional wilayah penanganan BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan:  
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Target 2025 : 81,81 % 

Target 2025 : 81,81 % 

Capaian 2025  : 100,00 %  

 

3.2.4 Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan 

Persentase realisasi terhadap target panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria 

Pemeringkatan Bintang 3 di wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan, maka didapat nilai 

Persentase Jalan Nasional yang Berkeselamatan wilayah penanganan BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan sebagai berikut:  

Target 2025 : 24 % 

Realisasi 2025 : 24 % 

Capaian 2025  : 100,00 %  
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3.2.5 Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah 

Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah merupakan persentase 

realisasi terhadap target kinerja dukungan Pembangunan jalan daerah termasuk jembatan 

gantung di wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan, maka didapat nilai Persentase Kinerja 

Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah wilayah penanganan BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

sebagai berikut:  

Target 2025 : 100 % 

Realisasi 2025 : 100 % 

Capaian 2025  : 100,00 %  

3.2.6 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM) 

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM) merupakan Persentase 

realisasi terhadap target kinerja bidang dukungan manajemen yang mencakup pengelolaan aset, 

anggaran, kepegawaian, SAKIP, dan manajemen resiko di setiap Unit Kerja. Tingkat Dukungan 

Manajemen BBPJN/BPJN merupakan Formulasi Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) dan 

Tingkat Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (50%), maka didapat nilai Tingkat 

Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN wilayah penanganan BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

sebagai berikut:  

Target 2025 : 85,76% 

Realisasi 2025 : 85,93% 

Capaian 2025  : 102,33 %  

 

3.2.7 Perbandingan Target (PK Revisi Akhir) dan realisasi kinerja akhir tahun ini 

Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output fisik maupun non-fisik yang masing-

masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025. Adapun 

capaian kinerja untuk output-output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas jalan jalur 

utama daerah tertinggal dan perbatasan, caoaian tingkat kondisi prasarana Jalan Nasional, 

capaian target jalan nasional yang berkeselamatan,  tingkat kinerja pelaksanaan dukungan 

Pembangunan  jalan daerah, dan Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN  yang ditangani oleh 

BBPJN Papua-Papua Pegunungan adalah sebagai berikut 
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Tabel 3.2. 3 Perbandingan Target Kinerja (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir) dan  
Realisasi Kinerja Tahun 2025 

NO OUTPUT SAT 
TARGET PK 

REVISI AKHIR 
REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

 
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan 
Nasional 

           

IKP 1 :Tingkat Aksesibilitas jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan perbatasan 

 Km/100km2          

IKK: Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan kawasan perbatasan 

% 100 100 100    

1 RBC 002 
Pembangunan Jalan Trans Papua 
Merauke - Sorong (MP)  

Km 2,78 2,78 100 

  

 

    Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan Km 2,78 2,78 100 
  

 

2 RDC.002 
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 
(MP) 

Km 5,89 5,89 100 
  

 

    Penignkatan Struktur ke Perkerasan Km 5,89 5,89 100 
  

 

3 RBF.001 
Pembangunan Jalan Trans Papua 
Merauke - Sorong (MP)  

Km 33,16 33,16 100 
  

 

    Pembangunan Jembatan  Km 15,16 15,16 100   
 

    Pembangunan Jembatan  Km 15,16 15,16 100   
 

4 CDC.005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru Km 137,02 137,02 100 
  

 

    Pemeliharaan Jalan Rutin Baru Km 80,1 80,1 100   
 

    Pemeliharaan Jalan Rutin Baru Km 56,92 56,92 100   
 

IKP 2 : Tingkat kondisi prasarana jalan nasional            

IKK: Capaian tingkat kondisi prasarana jalan            

1 CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan Km 712,2 711,03 99,84    

    Pemeliharaan Rutin Km 5,01 5,01 99,94    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 5,66 5,66 99,95    

    Penunjang Holding Km 2,00 2,00 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 203,36 203,36 100    

    Penunjang Holding Km 47,28 47,28 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 1,94 1,94 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 43,49 43,49 100    

    Penunjang Holding Km 0,50 0,50 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 35,72 35,72 100    

    Penunjang Holding Km 19,93 19,93 100    

    Pemeliharaan Rutin  Km 12,00 12,00 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 183,37 183,37 100    

    Penunjang Holding Km 151,94 148,36 97,64    

2 CDC 012 
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 
(Padat Karya)  

Km 399,69 399,69 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 241,7 241,7 100    
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NO OUTPUT SAT 
TARGET PK 

REVISI AKHIR 
REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

 

    Pemeliharaan Rutin Km 95,94 95,94 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 25,62 25,62 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 36,43 36,43 100    

3 RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Km 522,5 522,5 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 40,95 43,48 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 2,53 2,53 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 26,3 26,3 100    

    Penunjang Holding  Km 11,06 11,06 100    

    Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 318,41 318,41 100    

    Penunjang Holding Km 123,25 123,25 100    

4 RDC 009 
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 
(Padat Karya)  

Km 64,47 64,47 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 4,75 4,75 100    

    Pemeliharaan Rutin Km 59,92 59,92 100    

5 CDC 002 
Preservasi Rekonstruksi, 
Rehabilitasi Jalan 

Km 4,25 4,25 100    

    Rekonstruksi Jalan Km 0 0 100   
 

    Rehabilitasi Minor Jalan Km 0,4 0,4 100   
 

    Rehabilitasi Mayor Jalan Km 0,5 0,5 100   
 

    Rekonstruksi Jalan Km 0,1 0,1 100   
 

    Penanganan Longsoran Km 0,3 0,3 100   
 

    Rehabilitasi Minor Jalan Km 2,5 2,5 100   
 

    Penanganan Longsoran Km 0,14 0,14 100   
 

    Penanganan Longsoran Km 0,31 0,31 100   
 

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup 

Km 0,74 0,74 100 
  

 

    Penanganan Longsoran Km 0,11 0,11 100   
 

  RDC 002 
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 
MP 

Km 13,05 10,14 77,70    

    Rehabilitasi Minor Jalan Km 0,34 0,34 100    

    Rekonstruksi Jalan Km 0,38 0 0    

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup 

Km 6,33 0,02 0,32    

    Penanganan Longsoran Km 0,22 0,22 100    

    Penanganan Drainase Km 0,14 0,14 100    

    Rehabilitasi Minor Jalan  Km 5,8 5,74 98,97    

    Rehabilitasi Mayor Jalan  Km 0,2 0,2 100    

    Penanganan Longsoran Km 0,6 0,6 100    

  RDC 003 Jalan Strategis ProPN Km 8,3 4,15 50    

    Pelebaran Jalan Menuju Standar Km 0 0 0    

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup  

Km 7,7 7,7 100    
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NO OUTPUT SAT 
TARGET PK 

REVISI AKHIR 
REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

 

  CDF 003 Penggantian Jembatan M 41 41 100    

    Penggantian Jembatan M 38 38 100    

    Penggantian Jembatan M 3 3 100    

  RDF 002 
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 
MP 

M 74,7 74,7 100    

    Penggantian Jembatan M 2 2 100    

    Penggantian Jembatan M 72,7 72,7 100    

  CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan  M 1.154,95 1154,913908 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 106,25 106,24 99,99    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 732 732 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 80,7 80,7 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 236 236 100    

  CDF 002 Preservasi Jembatan  M 1.172,05 1.172,05 100    

    Rehabilitasi Jembatan M 522,8 522,8 100    

    Rehabilitasi Berkala Jembatan M 37,1 37,1 100    

    Rehabilitasi Jembatan M 27,85 27,85 100    

    Pemeliharaan Berkala Jembatan M 132 132 100    

    Pemeliharaan Berkala Jembatan M 289 289 100    

    Rehabilitasi Jembatan M 90,6 90,6 100    

    Pemeliharaan Berkala Jembatan M 16,5 16,5 100    

    Perbaikan Oprit Jembatan M 56,2 56,2 100    

  CDF 010 
Presvasi Rutin Jembatan Padat 
Karya  

M 8.842,64 8842,64 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan  M 3.019,86 3.019,86 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 542,25 542,25 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan  M 5.280,53 5.280,53 100    

  RDF 001 Presvasi Rutin Jembatan M 705,71 352,855 50    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 412,9 0 0    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan M 292,81 292,81 100    

  RDF 002 
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 
MP 

M 659,9 659,9 100    

    Rehabilitasi Jembatan M 166,1 166,1 100    

    Pemeliharaan Berkala Jembatan  M 391,3 391,3 100    

    Rehabilitasi Jembatan M 45,7 45,7 100    

    Pemeliharaan Berkala Jembatan  M 56,8 56,8 100    

  RDF 007  
Preservasi Rutin Jembatan Pdat 
Karya 

M 2.423,60 2.423,60 100    

    Pemeliharaan Rutin Jembatan  M 2423,6 2423,6 100    

  CBR 001 
Layanan Penyiapan dan 
Pengendalian Pelaksanaan  

Dokumen 26 26 99,19    

  CBR 002 
Layanan Perencanaan dan 
Pengawasan Teknik 

Dokumen  18  18   100    
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NO OUTPUT SAT 
TARGET PK 

REVISI AKHIR 
REALISASI CAPAIAN KETERANGAN 

 

IKP: Persentase jalan nasional yang berkeselamatan            

IKK: Capaian target jalan nasional yang berkeselamatan            

  CDC 004 
Penanganan Drainase, Trotoar, dan 
Fasilitas Keselamatan Jalan 

Km 0,07 0,07 100    

    Penanganan Drainase Km 0,006 0,006 100   
 

    Penanganan Drainase Km 0 0 100   
 

    Penanganan Drainase Km 0,06 0,06 100   
 

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan 
Daerah 

           

IKP: Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan Konektivitas 
Jalan Daerah  

           

IKK: Capaian infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun 
(kumulatif) 

           

  CDC 023 
Dukungan Pencapaian Kinerja 
Peningkatan Konektivitas Jalan 
Daerah 

Km 15,97 14,64 91,67    

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup 

Km 4,5 3 66,67 
  

 

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup 

Km 2,7 2,7 100 
  

 

    Peningkatan Struktur ke Perkerasan Km 5,47 5,47 100   
 

    Rekonstruksi Jalan Km 3,3 3,3 100   
 

  CDF 024 
Dukungan Penanganan Jembatan 
Daerah 

M 100 100 100    

    
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa 
Penutup 

M 100 100 100 
  

 

Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen 
dan Tugas Teknis Lainnya 

           

IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga            

Indikator Kinerja Kegiatan            

  EBA 962 Layanan Umum Layanan 6 3 50    

  EBA 994 Layanan Perantoran  Layanan 22 19,72 89,64    

  EBA 951 Layanan Sarana Internal  Unit 2 12 100    

 

Berdasarkan Tabel 32.6 di atas, diketahui rata-rata capaian kinerja untuk seluruh 

output yang mendukung mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas jalan jalur utama daerah 

tertinggal dan perbatasan, caoaian tingkat kondisi prasarana Jalan Nasional, capaian target jalan 

nasional yang berkeselamatan,  tingkat kinerja pelaksanaan dukungan Pembangunan  jalan 

daerah, dan Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN di Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 95,03% 

(terhadap target revisi terakhir), keduanya termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan. 

Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang berhasil dicapai sepanjang 

Tahun Anggaran 2025. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan 
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monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2025.  
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3.3 Analisis Perbandingan Kinerja 

3.3.1 Membandingkan antara capaian kinerja outcome tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2021,2022,2023, 2024 dan 2024) 

 Selama kurun waktu 2020 - 2024, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan telah memelihara, meningkatkan dan 

membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum 

terpenuhi. Untuk mengetahui capaian kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan tahun ini dengan tahun sebelumnya 

terhadap target awal yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Revisi yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Dirjen Bina Marga, dilakukan 

perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhirdengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2020 – 2024 

NO IKSP  SAT 
2020 2021 2022 2023 2024 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 

Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan 
Jalan Nasional 

              

1 
Tingkat Aksesibilitas Jalan 
Nasional 

% 76,2 83,3 109,32  91,3 86,96 95,25  86,96 91,3 104,99 91,3 91,3 100,00 95,65 95,65 100,00 

2 
Rating Kondisi Jalan 
Nasional 

Nilai 3,12 2,67 85,58  2,84 2,89 101,76  2,76 2,76 100,00  2,76 2,76 100,00  2,69 2,69 100,00 

3 
Rating Keselamatan Jalan 
Nasional 

Nilai - - - - - - - - - 1,00  - - 1,00 1,00 100,00 

Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

              

3 
Tingkat Dukungan 
Manajemen Kementerian 
PUPR 

% - - - - - - 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 100,00 
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Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, 

terlihat bahwa terjadi penurunan dan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2020 ke 2023, capaian rata-rata kinerja di tahun 2020 bisa menembus 

di atas 100% disebabkan karena adanya Revisi DIPA yang berupa penambahan target pada beberapa output untuk mengejar tersambungnya Trans 

Papua di 2020. Capaian Kinerja yang berhasil diraih di Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat tiga paket TA. 

2021 yang didanai dengan SBSN yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran (bekerja di masa denda), serta terdapat kegiatan revitalisasi drainase 

yang kinerjanya tidak maksimal dikarenakan adanya permasalahan sosial kemasyarakatan terkait hak ulayat dan konflik terkait penggunaan tenaga 

kerja lokal, dan lokasi yang sulit untuk dikerjakan (banyak terdapat daerah patahan dan longsoran). Satu Indikator Sasaran Kinerja Rating Kondisi 

yang berhasil diraih di Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan penanganan-penaganan yang telah dikerjakan pada 

tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2023 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dengan komitmen yang baik dapat 

menyelesaikan paket-paket sesuai dengan target sehingga nilai kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100%. Di tahun 2024 juga Balai Besar Pelaksanaan 

Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dapat mempertahankan kinerja dengan baik sehingga nilai kinerja dapat mencapai 100%. 

Untuk tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun awal dari 

periode Renstra 2025-2029 sehingga berikut ini kami tampilkan tabel capaian di tahun 2025: 

Tabel 3.3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2025-2029 

NO INDIKATOR KINERJA  SAT 
2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 

  
Program Infrastruktur 
Konektivitas 

                                

  
Meningkatnya kinerja 
pelayanan jalan nasional 

                                

1 
Tingkat aksesibilitas jalan jalur 
utama daerah tertinggal dan 
perbatasan 

Km/100 
Km2 

1,22 1,22 100,00                         

  
Capaian tingkat aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah tertinggal dan 
kawasan perbatasan 

% 100,00 100,00 100,00                         

2 
Tingkat kondisi prasarana jalan 
nasional 

% 81,81 81,81 100,00                         
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NO INDIKATOR KINERJA  SAT 
2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 
TARGET REAL 

KINERJA 
(%) 

TARGET REAL 
KINERJA 

(%) 

  
Program Infrastruktur 
Konektivitas 

                                

  
Capaian tingkat kondisi prasarana 
jalan 

% 100,00 100,00 100,00                         

4 
Persentase jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 24,00 24,00 100,00                         

  
Capaian target jalan nasional yang 
berkeselamatan 

% 100,00 100,00 100,00                         

  
Meningkatnya konektivitas 
jalan daerah 

                             

1 
Tingkat pencapaian kinerja 
peningkatan konektivitas jalan 
daerah 

% 100,00 100,00 100,00                         

  
Tingkat kinerja pelaksanaan 
dukungan pembangunan jalan 
daerah 

% 100,00 100,00 100,00                         

  Program Dukungan Manajemen                              

  
Meningkatnya dukungan 
manajemen Kementerian PU 
dan tugas teknis lainnya 

                             

1 
Tingkat kualitas dukungan 
manajemen dan tugas teknis 
lainnya (DJBM) 

% 85,76 85,93 100,20                         

  
Tingkat Dukungan Manajemen 
BBPJN/BPJN 

% 85,76 85,93 100,20                         
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3.3.2 Membandingkan antara capaian kinerja outcome tahun ini dengan beberapa tahun 

terakhir (2021,2022,2023 2024 dan 2025)  

a. Tingkat Aksesibikitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal Dan Perbatasan 

Berikut ini adalah data capaian outcome tingkat aksesbilitas dan Rating Keselamatan Jalan 

Nasional Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dari tahun 

2020 sampai dengan 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3.2. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional Tahun 

2020 - 2024 

No 
Balai / Satker / Titik 

Simpul (Nodes) 
Realisasi 

Baseline 
2019 

Tahun Penanganan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan 

Provinsi Papua-Papua Pegunungan 

Satker 

1 Jayapura (PKN) 1 1 0 0 0 0 0 

2 Arso(PKW) 1 1 0 0 0 0 0 

3 Jayapura (PKSN) 1 1 0 0 0 0 0 

4 
Sentani dan 
Sekitarnya(KSPN) 

1 1 0 0 0 0 0 

5 Jayapura(PU) 1 1 0 0 0 0 0 

6 Sentani (Bandara-PS) 1 1 0 0 0 0 0 

7 
Entrop (Terminal Bus 
Tipe A) 

1 1 0 0 0 0 0 

8 Sarmi (PKW) 1 1 0 0 0 0 0 

9 Nabire (PP) 1 1 0 0 0 0 0 

10 Nabire (PKW) 1 1 0 0 0 0 0 

11 
Douw Aturure (Bandara-
PT) 

1 1 0 0 0 0 0 

12 Biak (PKW) 1 1 0 0 0 0 0 

13 Biak (PKSN) 1 1 0 0 0 0 0 

14 
Biak dan sekitarmya 
(KSPN) 

1 1 0 0 0 0 0 

15 Biak (PP) 1 1 0 0 0 0 0 

16 
Frans Kaisepo (Bandara-
PT) 

1 1 0 0 0 0 0 

17 Mokmer (ASDP-Kelas I) 1 1 0 0 0 0 0 

18 Serui (PP) 1 1 0 0 0 0 0 

19 Kabuena (ASDP-Kelas I) 1 1 0 0 0 0 0 
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No 
Balai / Satker / Titik 

Simpul (Nodes) 
Realisasi 

Baseline 
2019 

Tahun Penanganan 

2020 2021 2022 2023 2024 

20 
Samabusa/Nabire(ASDP-
Kelas I) 

1 1 0 0 0 0 0 

21 Depapare (Pu in 2017) 1 0 0 0 0 0 1 

22 Sarmi (PP) 1 0 0 0 1 0 0 

23 Dawai (PP) 1 1 0 0 0 0 0 

Berdasarkan tabel diatas capaian Kinerja Tingkat Aksesbilitas Jalan Nasional yaitu satu titik 

simpul sesuai dengan target pada tahun 2024 melalui penanganan Ruas Jalan Kemiri-

Depapre yang telah dilakukan dengan paket kontraktual tahun jamak pada tahun anggaran 

2022-2024. Untuk tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Renstra 2025-2029 

 

b. Persentase Jalan Nasional Yang Bekeselamatan  

Berikut ini adalah data capaian outcome Rating Keselamatan Jalan Nasional Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 

dimana terdapat  penanganan Blackspot sebanyak 13 titik  sesuai dengan Rencana Strategis 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dimana 11 titik telah 

dituntaskan di tahun 2023 dan 2 titik telah tuntas di tahun 2024. 

Tabel 3.3.2. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Rating Keselamatan Jalan Nasional Tahun 

2020 - 2024 

No Balai / Satker / Titik Blackspot 
Tahun Penanganan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan. 

Provinsi Paua 

PJN I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) 

1 Argapura Pelni 0 0 0 1 0 

2 Skyline 0 0 0 1 0 

3 Jln. Kelapa Dua 0 0 0 1 0 

4 Batas kota Jayapura 0 0 0 1 0 

5 Tasangkapura 0 0 0 1 0 

6 Gardu Induk PLN 0 0 0 0 1 

7 Jembatan Dua 0 0 0 0 1 
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No Balai / Satker / Titik Blackspot 
Tahun Penanganan 

2020 2021 2022 2023 2024 

8 Telkom 0 0 0 1 0 

9 Waena 0 0 0 1 0 

10 BNI Abepura 0 0 0 1 0 

11 Korem Wira Yakthi 0 0 0 1 0 

12 Putaran Kantor AURI/SMAN 1 Sentani 0 0 0 1 0 

13 Perumahan Bumi Cenderawasih II 0 0 0 1 0 

 

Untuk tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya 

karena tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Renstra 2025-2029 

c. Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah 

Di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat tingkat pencapaian kinerja peningkatan 

konektivitas jalan daerah sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun 

sebelumnya 

d. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM) 

Di tahun tahun sebelumnya tidak terdapat perhitungan tingkat pencapaian kinerja 

peningkatan konektivitas jalan daerah karena merupakan nilai given oleh pusat sehingga 

tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya 

3.3.3  Membandingkan antara capaian kinerja output tahun ini dengan beberapa tahun 

terakhir (2021,2022,2023, 2024 dan 2025)  

Berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun 

terakhir (2020,2021,2022,2023 dan 2024): 
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Tabel 3.3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024  pada BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

Sasaran Program : 
Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Jalan Nasional 

                                

IKP 1 :Tingkat Aksesibilitas 
jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan perbatasan 

                                

IKK: Capaian tingkat 
aksesibilitas jalan jalur utama 
daerah tertinggal dan 
kawasan perbatasan 

                                

1 
RBC 
002 

Pembangunan 
Jalan Trans 
Papua 
Merauke - 
Sorong (MP) 
(PEN) 

Km       14 13.91 99.35714286 14 13.91 99.35714286 13.38 13.38 100 

      

    
a. 
Pembangunan 
Jalan 

Km       
                        

    

- 
Pembangunan 
Jalan Sampai 
Perkerasan 

Km       

                        

    
b. Non 
Pembangunan 
Jalan  

Km       
                        

    

- Pelebaran 
Jalan 
Menambah 
Lajur 

Km       

                        

2 
RBC 
003 

Pembangunan 
Jalan Trans 
Papua 
Merauke - 
Sorong (MP) 
(PEN) 

Km       7 7 100 7 7 100       

      

3 
RBC 
006 

Pembangunan 
Jalan Trans 
pada 18 Pulau 
Tertinggal, 
Terluar dan 

Km       6.84 11.34 165.7894737 7.09 6.84 96.47390691       
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NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

Terdepan 
(MP)(PEN) 

4 
RBC 
005 

Pembangunan 
Jalan Akses 
Simpul 
Transportasi 
(ProPN)(PEN) 

Km                   8.37 8.37 100 

      

5 
CBF 
001 

Pembangunan 
Jembatan 

M 153.54 153.54 100 25.28 21.39 84.61234177 25.28 21.39 84.61234177 

            

6 
RBF 
001 

Pembangunan 
Jembatan 
Trans Papua 
Merauke - 
Sorong (MP) 
(PEN) 

M       210.5 193.8 92.06650831 210.5 210.5 100 

            

7 
RBF 
004 

Pembangunan 
Jembatan 
Akses Simpul 
Transportasi 
(ProPN) (PEN) 

M       42.34 42.34 100 42.34 42.34 100 11.46 11.46 100 

      

8 
CBF 
024 

Dukungan 
Penanganan 
Jembatan 
Daerah 

M             96 56.09 58.42708333 236 203.9 86.39830508 

      

9 
CDC 
023 

Dukungan 
Penanganan 
Jalan Daerah 

Km             28.43 25.82 90.81955681       

      

  dst…           
                        

              
                        

IKP 2 : Tingkat kondisi 
prasarana jalan nasional 

                                

IKK: Capaian tingkat kondisi 
prasarana jalan 

                                

10 
CDC 
001 

Preservasi 
Pemeliharaan 
Rutin jalan 

Km 1131.95 1131.95 100 216.7 200.5 92.52422704 216.7 200.5 92.52422704 647.47 647.47 100       
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NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

11 
CDC 
012 

Preservasi 
Pemeliharaan 
Rutin Jalan 
(Padat Karya) 
(PEN) 

Km       703.01 679.6 96.67003314 703.01 679.6 96.67003314 312.54 312.54 100       

12 
RDC 
001 

Preservasi 
Pemeliharaan 
Rutin Jalan 

Km       233.28 229.6 98.42249657 233.28 229.6 98.42249657 275.22 275.22 100       

13 
RDC 
009 

Preservasi 
Pemeliharaan 
Rutin Jalan 
(Padat Karya) 
(PEN) 

Km       46.53 46.53 100 46.53 46.53 100 20.73 20.73 100       

14 
CDC 
002 

Preservasi 
Rekonstruksi, 
Rehabilitasi 
Jalan 

Km 39.42 39.4 99.94926433 43.66 19.08 43.70132845 43.66 42.36 97.02244617 12.89 12.89 100       

    
a. 
Pemeliharaan 
Preventif 

Km       
                        

    
b. Rehabilitasi 
Minor Jalan 

Km       
                        

    
c. Rehabilitasi 
Mayor Jalan 

Km       
                        

    
d. Rekonstruksi 
Jalan 

Km       
                        

    
e. Peningkatan 
Struktur Jalan 
Tanpa Penutup 

Km       
                        

    
f. Penanganan 
Longsoran 

Km       
                        

    
g. 
pembebasan 
Lahan / Tanah 

        
                        

15 
CDC 
003 

Pelebaran 
Jalan Menuju 
Standar 

Km                   1.1 1.1 100       
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NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

16 
CDC 
004 

Penanganan 
Drainase, 
Trotoar, dan 
Fasilitas 
Keselamatan 
Jalan 

Km                   0.56 0.56 100       

17 
CDC 
015 

Penanganan 
Drainase, 
Trotoar, dan 
Fasilitas 
Keselamatan 
Jalan (Padat 
Karya) (PEN) 

Km       12.62 12.62 100 12.62 12.62 100             

18 
CDC 
005 

Pemeliharaan 
Rutin Jalan 
Baru 

Km 197.52 197.4 99.93924666 58.02 58.02 100 58.02 58.02 100 191.81 191.81 100       

19 
RDC 
002 

Jalan Trans 
Papua 
Merauke-
Sorong (MP) 
(PEN) 

Km       33.22 33.22 100 33.22 33.22 100 14.7 14.6 99.31972789       

20 
RDC 
003 

Jalan 
Strategis 
(ProPN) (PEN) 

Km       19.951 19.88 99.64412811 19.95 19.88 99.64912281 9.12 9.12 100       

23 
CDF 
001 

Preservasi 
Rutin 
Jembatan 

M 3250.3 3250.3 100       2985.1 2985.1 100 2895.63 2481.97 85.71433505       

24 
CDF 
010 

Preservasi 
Rutin 
Jembatan 

M       10942.4 10894.62 99.5633499 10942.4 10894.62 99.5633499 10544.09 10544.09 100       
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NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

25 
CDF 
002 

Preservasi 
Jembatan 

M 1153.8 1153.8 100 10942.4 10894.62 99.5633499 1337.1 1307.93 97.81841298 697 697 100       

26 
CDF 
003 

Penggantian 
Jembatan 

M 218.97 163.87 74.83673563 1337.1 1307.93 97.81841298 273.5 262.3 95.90493601 46 43.06 93.60869565       

27 
CDF 
004 

Pemeliharaan 
Rutin 
Jembatan di 
Jalan Baru 

                    90 90 100       

28 
RDF 
002 

Jalan Trans 
Papua 
Merauke-
Sorong (MP) 
(PEN) 

        539.8 487.6 90.32975176 539.8 487.65 90.33901445 1057.2 1041.81 98.54426788       

29 
RDF 
003 

Jalan 
Strategis 
(ProPN)(PEN) 

        231.5 228.2 98.57451404 231.5 228.2 98.57451404 111.6 111.6 100       

30 
CBR 
001 

Layanan 
penyiapan 
dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 

  6 6 100 1 0.99 99 1 0.99 99 21 21 100       

30 
CBR 
002 

Layanan 
Perencanaan 
dan 
Pengawasan 
Teknik 

  1 1 100 30 30 100 1 1 100 13 13 100       

IKP 4 : Persentase jalan 
nasional yang 
berkeselamatan 
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NO OUTPUT SAT 

2021 2022 2023 2024 2025 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET REALISASI 

KINERJA 
(%) 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 

IKK: Capaian target jalan 
nasional yang 
berkeselamatan 

                                

21 
CDC 
002 

Preservasi 
Rekonstruksi, 
Rehabilitasi 
Jalan 

Km                   7.55 7.55 100       

21 
RDC 
022 

Penanganan 
Blackspot 

Km             5.01 4.83 96.40718563             

Sasaran Program : 
Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis 
Lainnya 

                                

IKP : Tingkat Dukungan 
Manajemen Ditjen Bina Marga 

                                

Indikator Kinerja Kegiatan                                 

5 
EBA 
956 

Layanan BMN         5 3.83 76.6 5 3.83 76.6 5 5 100       

89 
EBA 
962 

Layanan 
Umum 

        15 13.6 90.66666667 15 13.6 90.66666667 22 22 100       

90 
EBA 
994 

Layanan 
Perkantoran 

  16 16 100 15 14.51 96.73333333 15 14.51 96.73333333 22 22 100       

91 
EBB 
951 

Layanan 
Sarana 
Internal 

  15 15 100 26 24.64 94.76923077 26 24.64 94.76923077 27 27 100       
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3.3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (tahun 2025) dengan target jangka menengah (kumulatif 2025-2029) 

yang terdapat dalam dokumen Renstra UPT dan Unit Kerja  

Berikut ini merupakan data perbandingan target yang tercantum di Renstra BBPJN Papua-Papua Pegunungan untuk Tahun 2025 dengan 

realisasi capaian di tahun 2025, serta terdapat informasi besaran akumulasi target yang tercantum di Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan 2025– 2029 dan capaian kumulatif realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020 – 2024 seperti tampak pada Tabel 

3.3.4 di bawah ini:  

Tabel 3.3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029 

NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Jalan Nasional 

                  

IKP 1 :Tingkat Aksesibilitas jalan jalur 
utama daerah tertinggal dan perbatasan 

                  

IKK: Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur 
utama daerah tertinggal dan kawasan 
perbatasan 

                  

  RBC 002 
Pembangunan Jalan 
Trans Papua Merauke - 
Sorong (MP)  

Km 4,8  2.78 2.78 100 
        

    
Pembangunan Jalan 
Sampai Perkerasan 

Km   2.78 2.78 100 
        

  RDC.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

Km  5.89 5.89 100 
        

    
Penignkatan Struktur ke 
Perkerasan 

Km   5.89 5.89 100 
        

  RBF.001 
Pembangunan Jalan 
Trans Papua Merauke - 
Sorong (MP)  

Km 47,00  33.16 33.16 100 
        

    Pembangunan Jembatan  Km   15.16 15.16 100         

    Pembangunan Jembatan  Km   15.16 15.16 100         
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

  CDC.005 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan Baru 

Km   137.02 137.02 100 
        

    
Pemeliharaan Jalan Rutin 
Baru 

Km   80.1 80.1 100 
        

    
Pemeliharaan Jalan Rutin 
Baru 

Km   56.92 56.92 100 
        

IKP 2 : Tingkat kondisi prasarana jalan 
nasional 

          
        

IKK: Capaian tingkat kondisi prasarana jalan                   

  CDC 001 
Preservasi 
Pemeliharaan Rutin 
jalan 

Km 344,09 712.2 711.03 99.84         

    Pemeliharaan Rutin Km   5.01 5.01 99.94         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   5.66 5.66 99.95         

    Penunjang Holding Km   2.00 2.00 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   203.36 203.36 100         

    Penunjang Holding Km   47.28 47.28 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   1.94 1.94 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   43.49 43.49 100 
        

    Penunjang Holding Km   0.50 0.50 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   35.72 35.72 100 
        

    Penunjang Holding Km   19.93 19.93 100         

    Pemeliharaan Rutin  Km   12.00 12.00 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   183.37 183.37 100 
        

    Penunjang Holding Km   151.94 148.36 97.64         

  CDC 012 
Preservasi 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan (Padat Karya)  

Km  399,69 399.69 399.69 100         
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

    Pemeliharaan Rutin Km   241.7 241.7 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   95.94 95.94 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   25.62 25.62 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   36.43 36.43 100         

  RDC 001 
Preservasi 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan 

Km  589,72 522.5 522.5 100 
        

    Pemeliharaan Rutin Km   40.95 43.48 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   2.53 2.53 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   26.3 26.3 100 
        

    Penunjang Holding  Km   11.06 11.06 100         

    
Pemeliharaan Rutin 
Kondisi 

Km   318.41 318.41 100         

    Penunjang Holding Km  123.25 123.25 100         

  RDC 009 
Preservasi 
Pemeliharaan Rutin 
Jalan (Padat Karya)  

Km - 64.47 64.47 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   4.75 4.75 100         

    Pemeliharaan Rutin Km   59.92 59.92 100         

  CDC 002 
Preservasi 
Rekonstruksi, 
Rehabilitasi Jalan 

Km 1059,40  4.25 4.25 100 
        

    Rekonstruksi Jalan Km   0 0 100         

    Rehabilitasi Minor Jalan Km   0.4 0.4 100         
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

    Rehabilitasi Mayor Jalan Km   0.5 0.5 100         

    Rekonstruksi Jalan Km   0.1 0.1 100         

    Penanganan Longsoran Km   0.3 0.3 100         

    Rehabilitasi Minor Jalan Km   2.5 2.5 100         

    Penanganan Longsoran Km   0.14 0.14 100         

    Penanganan Longsoran Km   0.31 0.31 100         

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup 

Km   0.74 0.74 100         

    Penanganan Longsoran Km   0.11 0.11 100         

  RDC 002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong MP 

Km 31,10   13.05 10.14 77.70         

    Rehabilitasi Minor Jalan Km   0.34 0.34 100         

    Rekonstruksi Jalan Km   0.38 0 0         

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup 

Km   6.33 0.02 0.32         

    Penanganan Longsoran Km   0.22 0.22 100         

    Penanganan Drainase Km   0.14 0.14 100         

    Rehabilitasi Minor Jalan  Km   5.8 5.74 98.97         

    Rehabilitasi Mayor Jalan  Km   0.2 0.2 100         

    Penanganan Longsoran Km   0.6 0.6 100         

  RDC 003 Jalan Strategis ProPN Km 7,7  8.3 4.15 50         

    
Pelebaran Jalan Menuju 
Standar 

Km   0 0 0 
        

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup  

Km   7.7 7.7 100 
        

  CDF 003 Penggantian Jembatan M  41 41 41 100         

    Penggantian Jembatan M   38 38 100         
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

    Penggantian Jembatan M   3 3 100         

  RDF 002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong MP 

M  737,60 74.7 74.7 100 
        

    Penggantian Jembatan M   2 2 100         

    Penggantian Jembatan M   72.7 72.7 100         

  CDF 001 
Preservasi Rutin 
Jembatan  

M  1154,95 1,154.95 1154.913908 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   106.25 106.24 99.99 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   732 732 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   80.7 80.7 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   236 236 100 
        

  CDF 002 Preservasi Jembatan  M 1112,05  1,172.05 1,172.05 100         

    Rehabilitasi Jembatan M   522.8 522.8 100         

    
Rehabilitasi Berkala 
Jembatan 

M   37.1 37.1 100 
        

    Rehabilitasi Jembatan M   27.85 27.85 100         

    
Pemeliharaan Berkala 
Jembatan 

M   132 132 100 
        

    
Pemeliharaan Berkala 
Jembatan 

M   289 289 100 
        

    Rehabilitasi Jembatan M   90.6 90.6 100         

    
Pemeliharaan Berkala 
Jembatan 

M   16.5 16.5 100 
        

    
Perbaikan Oprit 
Jembatan 

M   56.2 56.2 100 
        

  CDF 010 
Presvasi Rutin 
Jembatan Padat Karya  

M 8832,44  8,842.64 8842.64 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan  

M   3,019.86 3,019.86 100 
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   542.25 542.25 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan  

M   5,280.53 5,280.53 100 
        

  RDF 001 
Presvasi Rutin 
Jembatan 

M  3129,31 705.71 352.855 50 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   412.9 0 0 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

M   292.81 292.81 100 
        

  RDF 002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong MP 

M 737,60  659.9 659.9 100 
        

    Rehabilitasi Jembatan M   166.1 166.1 100         

    
Pemeliharaan Berkala 
Jembatan  

M   391.3 391.3 100 
        

    Rehabilitasi Jembatan M   45.7 45.7 100 
        

    
Pemeliharaan Berkala 
Jembatan  

M   56.8 56.8 100 
        

  RDF 007  
Preservasi Rutin 
Jembatan Pdat Karya 

M -  2,423.60 2,423.60 100 
        

    
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan  

M   2423.6 2423.6 100 
        

  CBR 001 
Layanan Penyiapan 
dan Pengendalian 
Pelaksanaan  

Dokumen  5 26 26 99.19 
        

 CBR 002 
Layanan Perencanaan 
dan Pengawasan 
Teknik 

Dokumen  13 18 18 100 
        

IKP: Persentase jalan nasional yang 
berkeselamatan 

          
        

IKK: Capaian target jalan nasional yang 
berkeselamatan 

                  

  CDC 004 
Penanganan Drainase, 
Trotoar, dan Fasilitas 
Keselamatan Jalan 

Km -  0.07 0.07 100 
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NO OUTPUT SAT 
TARGET 

RENSTRA 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

TARGET REALISASI 
KINERJA 

(%) 
TARGET TARGET TARGET TARGET 

    Penanganan Drainase Km   0.006 0.006 100         

    Penanganan Drainase Km   0 0 100         

    Penanganan Drainase Km   0,06 0.06 100         
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Jalan Daerah 

                  

IKP: Tingkat Pencapaian Kinerja 
Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah  

          
        

IKK: Capaian infrastruktur jalan perkotaan 
yang dibangun (kumulatif) 

                  

  CDC 023 

Dukungan Pencapaian 
Kinerja Peningkatan 
Konektivitas Jalan 
Daerah 

Km -  15.97 14.64 91.67 

        

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup 

Km   4.5 3 66.67 
        

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup 

Km   2.7 2.7 100 
        

    
Peningkatan Struktur ke 
Perkerasan 

Km   5.47 5.47 100 
        

    Rekonstruksi Jalan Km   3.3 3.3 100         

  CDF 024 
Dukungan Penanganan 
Jembatan Daerah 

M  -  100 100 100 
        

    
Peningkatan Struktur 
Jalan Tanpa Penutup 

M   100 100 100 
        

Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

                  

IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen 
Bina Marga 

          
        

Indikator Kinerja Kegiatan                   

  EBA 962 Layanan Umum Layanan   6 3 50         

  EBA 994 Layanan Perantoran  Layanan   22 19.72 89.64         

  EBA 951 
Layanan Sarana 
Internal  

Unit   2 12 100 
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3.3.5 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (tahun 2025) dengan unit 

kerja/UPT/Satker lain yang sejenis  (benchmarking) 

Untuk mengetahui capaian kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 
Pegunungan terhadap unit kerja lainnya, dilakukan perbandingan dengan salah satu unit kerja di 
lingkungan Ditjen Bina Marga yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat terhadap capaian 
berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai 
berikut: 
Tabel 3.3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja BBPJN Papua-Papua Pegunungan dan BPJN Papua Barat 

NO IKP SATUAN 

TARGET BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

Capaian 

TARGET BPJN Papua Barat 

Capaian 
RENSTRA 

PERJANJIAN 
KINERJA 

REALISASI RENSTRA 
PERJANJIAN 

KINERJA 
REALISASI 

Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional   

1 

Tingkat aksesibilitas 
jalan jalur utama daerah 
tertinggal dan 
perbatasan 

km/ 
100km2 

1,21 95,65 95,65 100 1,61 1,58 1,58 100 

2 
Tingkat kondisi 
prasarana jalan nasional 

% 80,74 2,69 2,69 100 87,45 87,07 87,07 100 

3 
Rating Keselamatan 
Jalan Nasional 

% 24 1 1 100 80 80 80 100 

Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Daerah   

4 
Tingkat Dukungan 
Manajemen Ditjen Bina 
Marga 

% 100 100 100 100 100 100 98,16 98,16 

Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen kementerian dalam Tugas Teknis Lainnya DJBM   

5 
Tingkat Dukungan 
Manajemen Ditjen 
Bina Marga 

% 85,76 85,76 85,93 100,20 85,76 85,76 85,96 100,23 

 
3.4 Analisis Realisasi Anggaran 

3.4.1 Analisis Realisasi Anggaran 

Pada bulan Desember 2025 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi 

DIPA akhir BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025. Pada pelaksanaan kegiatan di 

sepanjang Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut:  

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2025   :  Rp 938.937.099.000,- 

Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2025    : Rp  874.945.743.000,- 

 

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 adanya pengurangan nilai DIPA untuk 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan. Pada tabel 3.3.7 menunjukkan 

kronologis terjadinya perubahan DIPA selama tahun 2025. 
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Tabel 3.3. 6  Kronologis Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

PJN I PROV.PAPUA  

1 DIPA AWAL 
(DIPA AWAL) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

02-Des-24 
0405-1357-
3274-8220 

- 204.153.369.000  DIPA AWAL 

2 
DIPA 

REVISI 1 
(DIPA REV 01) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

21-Feb-25 
3781-0919-
3250-2998 

DJA 204.153.369.000  REVISI EFISIENSI BELANJA (BUKA BLOKIR 1) 

3 
DIPA 

REVISI 2 
(DIPA REV 02) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

25-Mar-25 
9712-0900-
6504-1096 

DJA 204.153.369.000  REVISI EFISIENSI BELANJA (BUKA BLOKIR 2) 

4 
DIPA 

REVISI 3 
(DIPA REV 03) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

21-Apr-25 
6007-9260-
3583-0147 

DJA 204.153.369.000  
REVISI PENYESUAIAN OUTPUT PEKERJAAN PADA PAKET 
SBSN  

5 
DIPA 

REVISI 4 
(DIPA REV 04) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

23-Apr-25 
6007-9260-
3583-0147 

KANWIL 204.153.369.000  REVISI RPD HALAMAN III DIPA (TRIWULAN I) 

6 
DIPA 

REVISI 5 
(DIPA REV 05) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

11-Jun-25 
2414-8307-
3680-4888 

DJA 203.541.615.000  REVISI SISA HASIL TENDER 

7 
DIPA 

REVISI 6 
(DIPA REV 06) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

15-Jul-25 
2414-8307-
3680-4888 

KANWIL 203.541.615.000  REVISI RPD HALAMAN III DIPA (TRIWULAN II) 

8 
DIPA 

REVISI 7 
(DIPA REV 07) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

01-Okt-25 
2273-5037-
0098-1640 

DJA 225.171.055.000  REVISI USULAN IJD 

9 
DIPA 

REVISI 8 
(DIPA REV 08) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

17-Okt-25 
0865-4159-
2935-9729 

DJA 177.636.447.000  REVISI REALOKASI ANGGARAN TERBLOKIR 

10 
DIPA 

REVISI 9 
(DIPA REV 09) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

06-Nov-25 
0760-0215-
6610-0400 

DJA 176.018.870.000  REVISI REALOKASI ANGGARAN TERBLOKIR 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

11 
DIPA 

REVISI 10 
(DIPA REV 10) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

21-Nov-25 
5052-0155-
8034-0371 

DJA 154.211.655.000 Pergeseran antar lingkup 

12 
DIPA 

REVISI 11 
(DIPA REV 11) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

30-Nov-25 
0819-9627-
7515-4047 

DJA 156.043.659.000 SHT 

13 
DIPA 

REVISI 12 
(DIPA REV 11) SP DIPA-
145.04.1.693940/2025 

14-Des-25 
6678-5827-
8371-5206 

DJA 152.822.331.000 SHT 

PJN II PROV.PAPUA  

1 DIPA AWAL 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
02-Des-24 

3913-2457-
5988-0596 

DJA 347.562.475.000  DIPA AWAL 

2 
DIPA 

REVISI 1 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
21-Feb-25 

0290-0089-
0321-9178 

DJA 347.562.475.000  Revisi Efisiensi Belanja Buka Blokir Tahap I 

3 
DIPA 

REVISI 2 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
05-Mar-25 

9379-5494-
1837-8052 

DJA 347.562.475.000  Revisi Perbaikan Kode Blokir  

4 
DIPA 

REVISI 3 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
25-Mar-25 

2544-8484-
4467-7954 

DJA 347.562.475.000  Revisi Efisiensi Belanja Buka Blokir Tahap II 

5 
DIPA 

REVISI 4 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
21-Apr-25 

5779-3046-
9067-6975 

DJA 347.562.475.000  Revisi Perbaikan Buka Blokir 

6 
DIPA 

REVISI 5 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
24-Apr-25 

5779-3046-
9067-6975 

KANWIL 337.351.935.000  Revisi Hal III DIPA 

7 
DIPA 

REVISI 6 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
11-Jun-25 

1006-7858-
5462-0051 

DJA 270.309.645.000  Revisi Sisa Hasil Tender Tahap  

8 
DIPA 

REVISI 7 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
09-Jul-25 

2257-0411-
7643-1498 

DJA 268.243.961.000  Revisi Sisa Hasil Tender Tahap II 

9 
DIPA 

REVISI 8 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
15-Jul-25 

2257-0411-
7643-1498 

KANWIL 268.243.961.000  Revisi Hal III DIPA 

10 
DIPA 

REVISI 9 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
01-Sep-25 

1790-9902-
7204-6296 

DJA 279.708.670.000  Revisi Pemanfaatan Sisa Hasil Tender Tahap 

11 
DIPA 

REVISI 10 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
01-Okt-25 

5267-4013-
2956-5000 

DJA 318.946.971.000  Revisi Anggaran IJD TA. 2025 

12 
DIPA 

REVISI 11 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
17-Okt-25 

7007-1299-
1911-8805 

DJA 263.633.270.000  Revisi Realokasi Anggaran Terblokir 

13 
DIPA 

REVISI 12 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
06-Nov-25 

1601-8028-
7301-4415 

DJA 261.886.998.000  Revisi Realokasi Anggaran Terblokir 

14 
DIPA 

REVISI 13 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
21-Nov-25 

8430-0700-
8203-8435 

DJA 232.437.646.000  Revisi Sisa Hasil Tender  

15 
DIPA 

REVISI 14 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
30-Nov-25 

4322-9041-
8569-0200 

DJA 228.489.457.000  Revisi Sisa Hasil Tender Paket IJD 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

16 
DIPA 

REVISI 15 
SP DIPA- 

145.04.1.693965/2025 
14-Des-25 

8305-0040-
9038-6492 

DJA 227.884.670.000  Revisi Sisa Hasil Tender  

PJN III PROV.PAPUA  

1 DIPA AWAL 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
02-Des-24 

0405-1357-
3274-8220 

-                                -   DIPA AWAL 

2 
DIPA 

REVISI 1 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
21-Feb-25 

0418-6500-
6405-2245 

DJA 95.328.182.000 REVISI EFISIENSI BELANJA (BUKA BLOKIR 1) 

3 
DIPA 

REVISI 2 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
13-Mar-25 

9209-6451-
2018-2318 

DJA 102.933.182.000 REVISI PENAMBAHAN PAKET RUTIN JALAN BARU 

4 
DIPA 

REVISI 3 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
25-Mar-25 

2558-9168-
8279-2932 

DJA 102.933.182.000 REVISI EFISIENSI BELANJA (BUKA BLOKIR 2) 

5 
DIPA 

REVISI 4 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
21-Apr-25 

2558-9168-
8279-2932 

KANWIL 102.933.182.000 REVISI RPD HALAMAN III DIPA (TRIWULAN I) 

6 
DIPA 

REVISI 5 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
09-Jul-25 

5495-1493-
2245-5994 

DJA 101.346.283.000 REVISI SISA HASIL TENDER 

7 
DIPA 

REVISI 6 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
01-Agu-25 

5495-1493-
2245-5994 

KANWIL 101.346.283.000 REVISI RPD HALAMAN III DIPA (TRIWULAN II) 

8 
DIPA 

REVISI 7 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
01-Sep-25 

0572-8795-
1607-0067 

DJA 103.856.749.000 REVISI SISA HASIL TENDER (PENAMBAHAN ADENDUM 10%) 

9 
DIPA 

REVISI 8 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
17-Okt-25 

2713-9970-
6002-0929 

DJA 95.866.121.000 REVISI REALOKASI ANGGARAN TERBLOKIR 

10 
DIPA 

REVISI 9 
SP DIPA- 

145.04.1.693941/2025 
06-Nov-25 

7067-8796-
6280-1391 

DJA 94.868.647.000 REALOKASI ANGGARAN TERBLOKIR 

        

        

PJN I PROV.PAPUA PEGUNUNGAN 

1. DIPA AWAL 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
02-Des-24 

9034-1136-
5654-2383 

 215.296.205.000  

2. 
DIPA 

REVISI 1 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
21-Feb-25 

0614-7115-
1977-6900 

DJA 215.296.205.000 Revisi Buka Blokir Tahap I Senilai Rp 61.299.251.000 

3. 
DIPA 

REVISI 2 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
13-Mar-25 

5514-9050-
6877-0627 

DJA 444.019.031.000 
Revisi Luncuran SBSN Senilai Rp 143.685.707.000 dan 
Pergeseran Antar Satker Akibat Perubahan Nomenklatur 

4 
DIPA 

REVISI 3 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
25-Mar-25 

9926-2449-
1577-0870 

DJA 444.019.031.000 Revisi Buka Blokir Tahap II Senilai Rp 82.863.508.000 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

5 
DIPA 

REVISI 4 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
11-Jun-25 

0127-8699-
0337-3690 

DJA 443.136.278.000 
Revisi Sisa Lelang dan Penambahan Paket Penanganan 
Jembatan Kali Digoel 

6 
DIPA 

REVISI 5 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
09-Jul-25 

5064-1265-
5864-8252 

DJA 439.030.938.000 
Revisi Sisa Lelang dan Paket Penanganan Jembatan Kali Digoel 
di Drop 

7 
DIPA 

REVISI 6 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
18-Jul-25 

5064-1265-
5864-8252 

Kanwil 439.030.938.000 Revisi Halaman III DIPA 

8 
DIPA 

REVISI 7 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
01-Sep-25 

4044-6303-
8228-6793 

DJA 407.531.746.000 

Paket Pembangunan Jembatan Oksibil Iwur di Drop Senilai Rp 
32.237.200.000                    Pemanfaatan SHT 4 Paket Rehab 
Jembatan Senilai Rp 429.700.000 dan Pemanfaatan SHT Paket 
Preservasi Jalan EPW (Holding) Senilai Rp 308.308.000                 

9 
DIPA 

REVISI 8 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
01-Okt-25 

9038-9500-
5104-1973 

DJA 428.936.048.000 
Adanya Tambahan Paket IJD Peningkatan Jalan Lingkar Pirime 
Senilai Rp 21.233.098.000 dan Monitoring Evaluasi IJD Senilai 
Rp 171.204.000 

10 
DIPA 

REVISI 9 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
19-Okt-25 

1775-9101-
0250-0706 

Kanwil 298.373.912.000 
Optimalisasi Atas Blokir Efisiensi Senilai Rp 130.562.136.000 
Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Nasional Paket 
Pembangunan Jalan Wanam - Muting 

11 
DIPA 

REVISI 10 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
27-Okt-25 

1775-9101-
0250-0706 

DJA 298.373.912.000 Pergeseran Anggaran Dalam 1 Komponen dan Halaman III DIPA 

12 
DIPA 

REVISI 11 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
06-Nov-25 

7392-0212-
5489-3780 

DJA 297.172.262.000 
Optimalisasi Atas Blokir Efisiensi Senilai Rp 1.201.650.000 
Untuk Kegiatan Inpres Jalan Daerah Tahap II 

13 
DIPA 

REVISI 12 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
21-Nov-25 

0290-4311-
3160-2586 

DJA 296.745.965.000 
Revisi Sisa Lelang Paket Preservasi Ruas Jalan Wamena - 
Passvaley - Elelim Senilai Rp 485.437.000 dan Penambahan 
Monitoring dan Evaluasi IJD Tahap II Senilai Rp 59.140.000 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

14 
DIPA 

REVISI 13 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
30-Nov-25 

5013-4026-
2290-0503 

DJA 327.828.895.000 

Optimalisasi Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pirime Senilai Rp 
5.309.098.000, Penambahan 2 Paket IJD, Preservasi Jalan 
Dalam Kota Makki Senilai Rp 16.588..323.000 dan Preservasi 
Jalan Bolakme - Kelila Bokondini Senilai Rp 18.496.246.000 dan 
Paket Penggantian Box Elelim - Mamberamo Senilai Rp 
1.308.803.000 dan Revisi Sisa Paket Swakelola yang tidak 
terserap Senilai Rp 1.344.000 

15 
DIPA 

REVISI 14 
SP DIPA- 

145.04.1.693942/2025 
14-Des-25 

5343-5465-
9414-6067 

DJA 326.904.534.000 
Revisi Sisa Lelang Paket IJD Senilai Rp 917.118.000 dan Revisi 
Sisa Paket Swakelola yang tidak terserap Senilai Rp 7.243.000 

P2JN PROV.PAPUA 

1 DIPA AWAL 
SP DIPA-
145.04.693956/2025 

02-Des-24 
4271-2201-
0167-4333 

- 43.366.339.000 DIPA AWAL 

2 
DIPA 
REVISI 1 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

21-Feb-25 
2665-0657-
6046-9140 

DJA 43.366.339.000 Buka Blokir  

3 
DIPA 
REVISI 2 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

05-Mar-25 
2665-0657-
6046-9140 

DJA 43.366.339.000 Buka Blokir  

4 
DIPA 
REVISI 3 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

13-Mar-25 
6053-8303-
7063-3242 

DJA 46.931.869.000 
Revisi Geser Pagu dari Papua Tengah akibat Restrukturisasi 
Balai 

5 
DIPA 
REVISI 4 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

25-Mar-25 
1952-6625-
8257-1845 

DJA 46.931.869.000 Buka Blokir 2 

6 
DIPA 
REVISI 5 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

20-Apr-25 
1952-6625-
8257-1845 

KANWIL 46.931.869.000 Revisi Hal 3 DIPA 

7 
DIPA 
REVISI 6 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

11-Jun-25 
0144-8906-
6220-6034 

DJA 47.112.241.000 Pemanfaatan SHT 

8 
DIPA 
REVISI 7 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

11-Jul-25 
0144-8906-
6220-6034 

KANWIL 47.112.241.000 Revisi Hal 3 DIPA 

9 
DIPA 
REVISI 8 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

01-Sep-25 
0057-1698-
2082-5355 

DJA 46.692.325.000 Pemanfaatan SHT 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

10 
DIPA 
REVISI 9 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

01-Okt-25 
4642-0252-
7905-2477 

DJA 49.021.646.000 Revisi IJD 

11 
DIPA 
REVISI 10 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

17-Okt-25 
4675-1053-
3163-4906 

DJA 33.451.254.000 Revisi Hapus Blokir Kebutuhan Wanam 

12 
DIPA 
REVISI 11 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

06-Nov-25 
1007-2380-
3731-0072 

DJA 32.343.834.000 Usulan Buka Blokir 

13 
DIPA 
REVISI 12 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

21-Nov-25 
9271-4305-
4479-9040 

DJA 31.523.657.000 Pemenuhan Alokasi IJD 

14 
DIPA 
REVISI 13 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

01-Des-25 
0683-9962-
7034-3263 

DJA 31.523.657.000 Pemenuhan Alokasi IJD 

15 
DIPA 
REVISI 14 

SP DIPA-
145.04.693956/2025 

15-Des-25 
4784-5050-
7359-9627 

DJA 32.039.920.000 Pemenuhan Alokasi IJD 

SATKER BBPJN PAPUA-PAPUA PEGUNUNGAN 

1. DIPA AWAL 
SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

02-Des-24 
7810-2973-
4440-0468 

  31.077.495.000   

2. 
DIPA 
REVISI 1 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

21-Feb-25 
5072-0002-
9398-1498 

DJA 31.077.495.000 Revisi Efisiensi Belanja Buka Blokir Tahap I  

3. 
DIPA 
REVISI 2 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

05-Mar-25 
5072-0002-
9398-1498 

DJA 31.077.495.000 Revisi Perbaikan Kode Blokir  

4. 
DIPA 
REVISI 3 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

13-Mar-25 
6430-4130-
6277-8013 

DJA 38.789.264.000 
Revisi Efisiensi Belanja Buka Blokir Tahap II dan Pergeseran 
PPK KPBU dari Satker PJN Wil IV Jayawijaya ke Satker BPJN 
Jayapura 

5. 
DIPA 
REVISI 4 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

25-Mar-25 
1120-9952-
0070-9696 

DJA 38.789.264.000 Revisi Perbaikan Buka Blokir  

6. 
DIPA 
REVISI 5 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

21-Apr-25 
0888-9378-
1599-1653 

DJA 38.148.615.000 
Revisi Perbaikan Pagu antar Balai (BPJN Jayapura ke BPJN 
Merauke) 

7. 
DIPA 
REVISI 6 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

24-Apr-25 
0888-9378-
1599-1653 

KANWIL 38.148.615.000 Revisi Hal III DIPA 

8. 
DIPA 
REVISI 7 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

11-Jun-25 
4596-8004-
0078-4017 

DJA 38.964.766.000 Revisi Pemanfaatan Sisa Hasil Tender I 
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NO 
STATUS 

DIPA 
NO DIPA 

TANGGAL 
PENGESAHAN 

NO. DS 
KEWENANGAN 
REVISI 

NILAI PAGU (Rp.) KETERANGAN REVISI 

9. 
DIPA 
REVISI 8 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

14-Jul-25 
4596-8004-
0078-4017 

KANWIL 38.964.766.000 Revisi Hal III DIPA 

10. 
DIPA 
REVISI 9 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

01-Sep-25 
8360-9450-
5977-4647 

DJA 39.204.681.000 Revisi Pemanfaatan Sisa Hasil Tender II 

11. 
DIPA 
REVISI 10 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

01-Okt-25 
7609-0823-
3658-1352 

DJA 39.540.847.000 Revisi Anggaran IJD TA. 2025  

12. 
DIPA 
REVISI 11 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

 17 Oktober 2025 
 9171-9336-
9022-3575 

DJA 32.828.534.000 Revisi Penyesuaian Pagu Terblokir 

13. 
DIPA 
REVISI 12 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

06-Nov-25 
7162-0430-
4896-0168 

DJA 29.772.651.000 Revisi Penyesuaian Pagu Terblokir 

14. 
DIPA 
REVISI 13 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

21-Nov-25 
2272-1567-
8819-0063 

DJA 26.168.200.000 Pemenuhan Alokasi IJD 

15. 
DIPA 
REVISI 14 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

30-Nov-25 
2272-1567-
8819-0063 

DJA 26.168.200.000 - 

16. 
DIPA 
REVISI 15 

SP DIPA- 
145.04.1.693828/2025 

12-Des-25 
2272-1567-
8819-0063 

POK 26.168.200.000 Revisi POK 

SKPD PROV.PAPUA 

1. DIPA AWAL 
SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

02-Des-24 
4585-4100-
8181-0888 

  2.153.034.000   

2. 
DIPA 
REVISI 1 

SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

21-Feb-25 
0398-4557-
7510-1262 

DJA 2.153.034.000 Revisi Efisiensi Belanja Buka Blokir Tahap I  

3. 
DIPA 
REVISI 2 

SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

25-Mar-25 
9749-8231-
0150-2247 

DJA 2.153.034.000 Revisi Perbaikan Buka Blokir  

4. 
DIPA 
REVISI 3 

SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

11-Jun-25 
3484-8510-
0356-4486 

DJA 2.400.140.000 Revisi Pemanfaatan Sisa Hasil Tender I 

5. 
DIPA 
REVISI 4 

SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

17-Okt-25 
5744-9590-
8927-4961 

DJA 2.311.376.000 Revisi Penyesuaian Pagu Terblokir 

6 
DIPA 
REVISI 5 

SP DIPA- 
145.04.4.693777/2025 

06-Nov-25 
0690-1872-
4080-6046 

DJA 1.932.151.000 Revisi Penyesuaian Pagu Terblokir 
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Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan yang dirangkum melalui informasi sebagai berikut: 

1. Revisi Efiseinsi (Buka Blokir 1) 

2. Revisi Efiseinsi (Buka Blokir 2) 

3. Revisi Penyesuaian Output Pekerjaan pada paket SBSN; 

4. Revisi sisa hasil tender; 

5. Revisi Usulan IJD; 

6. Revisi Realokasi Anggaran terblokir 

7. Revisi Luncuran SBSN; 

8. Revisi Geser Pagu dari Papua Tengah akibat Restrukturisasi Balai 

3.4.2 Realisasi Anggaran TA. 2025 

Berikut ini menyajikan realisasi atas penyerapan anggaran tahun berjalan yang dibreakdown per 
program dan per jenis belanja pada BBPJN Papua-Papua Pegunungan. Disajikan pula analisis atas 
penyerapan anggaran tersebut yang dapat dilihat pada tabel 3.4.2  

Tabel 3.4. 1 Realisasi Anggaran TA 2025 

NO INDIKATOR KINERJA  
PAGU  

(Rp Ribu) 
REALISASI  
(Rp Ribu) 

PROGRES (%) NILAI 
EFISIENSI KEU FISIK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = 

(6)/(5)*100 

  
Program Infrastruktur 
Konektivitas 

          

  
Meningkatnya kinerja 
pelayanan jalan nasional 

          

1 
Tingkat aksesibilitas jalan jalur 
utama daerah tertinggal dan 
perbatasan 

132.195.419 132.195.419 100 100 100 

  
Capaian tingkat aksesibilitas jalan 
jalur utama daerah tertinggal dan 
kawasan perbatasan 

132.195.419 132.195.419 100 100 100 

2 
Tingkat kondisi prasarana jalan 
nasional 

609.636.894 604.724.644 99,19 93,11 93,87 

  
Capaian tingkat kondisi prasarana 
jalan 

609.636.894 604.724.644 99,19 93,11 93,87 

3 
Persentase jalan nasional yang 
berkeselamatan 

10.254.853 10.254.852 100 100 100 

  
Capaian target jalan nasional yang 
berkeselamatan 

10.254.853 10.254.852 100 100 100 

  
Meningkatnya konektivitas 
jalan daerah 

          

4 
Tingkat pencapaian kinerja 
peningkatan konektivitas jalan 
daerah 

106.216.292 106.216.292 100 95,83 95,83 

  
Tingkat kinerja pelaksanaan 
dukungan pembangunan jalan 
daerah 

106.216.292 106.216.292 100 95,83 95,83 

  Program Dukungan Manajemen           

  
Meningkatnya dukungan 
manajemen Kementerian PU 
dan tugas teknis lainnya 

16.642.285 16.164.283 97,13 79,88 82,24 
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NO INDIKATOR KINERJA  
PAGU  

(Rp Ribu) 
REALISASI  
(Rp Ribu) 

PROGRES (%) NILAI 
EFISIENSI KEU FISIK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = 

(6)/(5)*100 

5 
Tingkat kualitas dukungan 
manajemen dan tugas teknis 
lainnya (DJBM) 

16.642.285 16.164.283 97,13 79,88 82,24 

  
Tingkat Dukungan Manajemen 
BBPJN/BPJN 

16.642.285 16.164.283 97,13 79,88 82,24 

 

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2025 dengan Tahun sebelumnya 

Pada subbab ini disajikan perbandingan antara kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2025 

yang disandingkan dengan kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2024. Dibawah ini disajikan 

informasi realisasi anggaran masing-masing output fisik berdasarkan Indikator Kinerja Program, 

seperti tampak pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun 2025 

No Indikator Kinerja 

TA. 2024 TA. 2025 

Pagu  
(Rp Ribu) 

Realisasi 
Pagu  

(Rp Ribu) 
Realisasi 

Rp Ribu % 
 Rp Ribu % 

  
Program 
Infrastruktur 
Konektivitas 

 
621,786,821.00  

 621,324,379.00  99.93       

  

Meningkatnya 
kinerja 
pelayanan jalan 
nasional 

 
621,786,821.00  

 621,324,379.00  99.93 752,087,166 747,174,485 99.35 

1 

Tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama 
daerah tertinggal 
dan perbatasan 

 64,330,934.00   64,330,933.00  100.00 132,195,419 132,194,989 100 

  

Capaian tingkat 
aksesibilitas jalan 
jalur utama 
daerah tertinggal 
dan kawasan 
perbatasan 

 64,330,934.00   64,330,933.00  100.00 132,195,419 132,194,989 100 

2 
Tingkat kondisi 
prasarana jalan 
nasional 

 
556,383,887.00  

 556,017,856.00  99.93 609,636,894 604,724,644 99.19 

  
Capaian tingkat 
kondisi prasarana 
jalan 

 
556,383,887.00  

 556,017,856.00  99.93 609,636,894 604,724,644 99.19 

3 
Persentase jalan 
nasional yang 
berkeselamatan 

 1,072,000.00   975,590.00  91.01 10,254,853 10,254,852 100 

  

Capaian target 
jalan nasional 
yang 
berkeselamatan 

 1,072,000.00   975,590.00  91.01 10,254,853 10,254,852 100 

  
Meningkatnya 
konektivitas 
jalan daerah 

 -     -    - 106,216,292 106,216,292 100 

4 
Tingkat 
pencapaian 
kinerja 

 -     -    - 106,216,292 106,216,292 100 
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No Indikator Kinerja 

TA. 2024 TA. 2025 

Pagu  
(Rp Ribu) 

Realisasi 
Pagu  

(Rp Ribu) 
Realisasi 

Rp Ribu % 
 Rp Ribu % 

peningkatan 
konektivitas jalan 
daerah 

  

Tingkat kinerja 
pelaksanaan 
dukungan 
pembangunan 
jalan daerah 

 -     -    - 106,216,292 106,216,292 100 

  
Program 
Dukungan 
Manajemen 

 30,608,536.00   29,760,491.00  97.23       

  

Meningkatnya 
dukungan 
manajemen 
Kementerian PU 
dan tugas teknis 
lainnya 

 30,608,536.00   29,760,491.00  97.23 16,642,285 16,164,283 97.13 

5 

Tingkat kualitas 
dukungan 
manajemen dan 
tugas teknis 
lainnya (DJBM) 

 30,608,536.00   29,760,491.00  97.23 16,642,285 16,164,283 97,13 

  
Tingkat Dukungan 
Manajemen 
BBPJN/BPJN 

 30,608,536.00   29,760,491.00  97.23 16,642,285 16,164,283 97,13 

  TOTAL 
 

652,395,357.00  
 651,084,870.00  99.80       

 
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan sebagai Unit 

Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan 

Umum dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian 

PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2025-2029. Tercapainya 

sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan 

Trans Papua dan Perbatasan dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan 

di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh BBPJN Papua-

Papua Pegunungan dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, 

sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. 

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber 

daya di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

penunjang kinerja, BBPJN Papua-Papua Pegunungan melakukan analisis dan efisiensi dalam 

pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Secara berkala 

dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi 

kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan. 

 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan menggunakan 

indikator capaian target fisik dan keuangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian 
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membandingkan dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber 

daya manusia dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan, dengan data dan informasi sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4. 3 Capaian Kinerja Terhadap Jumlah SDM dan Penyerapan Anggaran  
TA. 2025 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan 

Tahun 
Anggaran 

Jumlah 
SDM 

Realisasi Anggaran 
Rata - Rata 

Capaian Kinerja 
(%) 

2021 263 1.164.719.324.000 94,04 

2022 262 1.246.664.409.000 89,76 

2023 244 1.342.598.165.000 95,03 

2024 238 651.084.870 98,57 

2025 226 869.555.060 95,03 

 
Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan jumlah sumber daya 

manusia (baik PNS, PPPK maupun Non PNS) di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional Papua-Papua Pegunungan tiap tahunnya mengalami pengurangan jumlah SDM. 

Pengurangan jumlah pegawai ini terjadi karena beberapa PNS telah memasuki usia pensiun, dan 

meninggal dunia. Untuk capaian kinerja fisik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

sedangkan untuk tingkat penyerapan keuangan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Secara umum penurunan kinerja fisik dan keuangan ini sebenarnya tidak begitu 

dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kini dimiliki oleh BBPJN 

Papua-Papua Pegunungan, terdapat beberapa faktor seperti kondisi alam berupa curah hujan 

tinggi juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena menyebabkan 

banjir sehingga terkendala dalam memobilisasi tenaga dan peralatan karena sungai tidak bisa 

dilalui, beberapa titik juga sempat terjadi longsor sehingga memutus akses selama beberapa 

waktu. Pemalangan dan juga konflik sosial masalah hak ulayat atau penggunaan tenaga kerja 

lokal juga menyebabkan beberapa pekerjaan fisik di lapangan sempat tertunda. Meskipun 

capaian kinerja fisik dan keuangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan 

strategi dan komitmen dari Kasatker dan PPK, BBPJN Papua-Papua Pegunungan tetap bisa 

memaksimalkan kinerjanya di tengah kondisi yang cukup sulit bagi pencapaian tujuan strategis 

dan sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2025 - 2029 dan ditetapkan 

setiap tahunnya melalui Perjanjian Kinerja. 
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Capaian kinerja fisik dan keuangan yang berhasil dicapai tahun ini dengan jumlah sumber 

daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi BBPJN Papua-Papua Pegunungan untuk 

bisa mengoptimalkan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu 

meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan 

kerja selama ini masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya kedisiplinan 

kerja bagi pegawai, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalam manajemen pengelolaan data yang aktual dan valid, cara kerja yang tidak efektif dan efisien 

atau penanganan masalah yang lambat, serta cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal. 

Dari sisi peningkatan kualitas/kompetensi pegawai BBPJN Papua-Papua Pegunungan, 

para pemangku kepentingan juga perlu menekankan tentang pentingnya komitmen, integritas, 

dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja sehari-hari, disamping itu juga memberikan 

perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam 

keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai 

serta menunjang produktivitas dan prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing, sehingga 

di tahun yang akan datang BBPJN Papua-Papua Pegunungan dapat menyelesaikan setiap target 

kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif 

dan efesien. 

3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja 

1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja   

Pimpinan BBPJN Papua–Papua Pegunungan memusatkan perhatian utama pada informasi 

Laporan Kinerja yang menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama, khususnya 

kesesuaian antara target dan realisasi pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan. 

Selain capaian fisik dan keuangan, pimpinan juga menaruh perhatian besar pada efisiensi 

penggunaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, serta dampak pembangunan terhadap 

peningkatan konektivitas dan pelayanan infrastruktur. Informasi mengenai kendala 

pelaksanaan, risiko di lapangan, serta langkah mitigasi dan tindak lanjut hasil evaluasi menjadi 

bahan penting dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan kinerja berkelanjutan. 

2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja   

Seluruh pegawai menunjukkan kepedulian terhadap informasi dalam Laporan Kinerja sebagai 

sarana untuk memahami capaian kinerja unit kerja dan kontribusi masing-masing terhadap 

tujuan organisasi. Informasi mengenai target, realisasi kegiatan, serta hasil evaluasi kinerja 

menjadi acuan pegawai dalam melaksanakan tugas secara terarah dan akuntabel. Selain itu, 

laporan kinerja mendorong pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas pelaksanaan 

kegiatan, serta kesadaran akan pentingnya efisiensi, kepatuhan terhadap perencanaan, dan 

perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. 
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3. Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam 

Laporan Kinerja Berkala   

Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan 

penyesuaian aktivitas pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah 

ditetapkan. Melalui pemantauan capaian fisik dan keuangan secara periodik, organisasi dapat 

mengidentifikasi deviasi, hambatan, serta kebutuhan percepatan atau perbaikan pelaksanaan. 

Penyesuaian dilakukan melalui pengaturan ulang jadwal, optimalisasi sumber daya, dan 

penguatan koordinasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap efektif, efisien, dan berorientasi pada 

pencapaian kinerja organisasi. 

4. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap 

Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala   

Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai alat pengendalian dalam penggunaan anggaran. Hasil 

analisis kinerja menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian alokasi dan penyerapan anggaran 

agar lebih efektif dan efisien serta mendukung pencapaian output dan outcome yang telah 

ditetapkan. 

5. AnalisisPencapaianKeberhasilanKinerjaBerdasarkanInformasiDalamLaporanKinerja   

Informasi dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program dan kegiatan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi 

kinerja, baik dari sisi fisik maupun keuangan, sebagai dasar penilaian capaian kinerja organisasi. 

6. AnalisisPenyesuaianPerencanaanKinerjaBerdasarkanInformasiDalamLaporanKinerja 

Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadi bahan penting dalam 

penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Penyesuaian perencanaan dilakukan 

untuk meningkatkan relevansi indikator, ketepatan target, serta efektivitas strategi pencapaian 

kinerja. 

7. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam 

aporan Kinerja   

Pemanfaatan Laporan Kinerja secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kinerja 

organisasi yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan transparansi. Informasi kinerja 

menjadi sarana pembelajaran bersama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

pencapaian target dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah memuat pengaturan terbaru terhadap pembobotan penilaian 

pelaporan kinerja. Pengaturan tersebut memberikan bobot 50% (7,5 dari total 15) pada 

komponen baru yaitu komponen pemanfaatan laporan kinerja. Adapun kriteria-kriteria dalam 

komponen tersebut meliputi apakah informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian 
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pimpinan dan seluruh pegawai serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian 

anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya 

kerja. 

Untuk memberikan bukti dukung pemanfaatan laporan kinerja, Balai Besar Pelaksanaan 

Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan menyiapkan kuesioner untuk diisi oleh seluruh pegawai 

Kementerian PUPR minimal sampai dengan tingkat Subkoordinator. Hasil dari survey 

pemanfaatan laporan kinerja didapatkan nilai IKP Pelaporan Kinerja Tahun 2025 adalah 86,21 

dengan kategori Baik.  
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Form Survei Penilaian Laporan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detai Nilai Survey Pemanfaatan Laporan Kinerja  per unsur 

NILAI UNSUR PELAYANAN 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 
IKM PER 
UNSUR 2,80 2,81 2,83 2,86 2,84 2,66 2,75 2,72 2,75 2,70 2,70 2,74 2,75 2,74 2,73 2,79 2,74 2,78 2,74 2,75 2,77 2,79 2,75 2,82 2,75 

KATEGORI C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

 

NILAI UNSUR PELAYANAN 

 U26 U27 U28 U29 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 U38 

IKM PER UNSUR 2,79 2,80 2,76 2,74 2,75 2,75 2,75 2,77 2,78 2,76 2,74 2,78 2,79 

KATEGORI C C C C C C C C C C C C C 

IKM UNIT LAYANAN 86,207 ( B atau Baik) 
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Grafik Nilai Survey Pemanfaatan Laporan Kinerja 
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3.7 Paket Diresmikan 

Tidak terdapat paket yang diresmikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan di Tahun 2025  

3.8 Paket Strategis  

3.8.1 Paket Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua 

Pegunungan juga menerima dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang 

merupakan alternatif pembiayaan baru berupa penerbitan utang surat berharga negara. 

Menurut UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 1, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau 

Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing.  SBSN diterbitkan untuk membiayai proyek–proyek 

pemerintah, khususnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, penyediaan 

pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan proyek strategis lainnya. 

Adapun tujuan penerbitan SBSN ini antara lain:  

• Sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN, khususnya untuk membiayai 

pembangunan proyek infrastruktur; 

• Meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan 

nasional; 

• Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut langsung 

berpartisipasi membiayai proyek Pemerintah melalui pembelian SBSN.  

Manfaat penerbitan SBSN: 

• Mendiversifikasi sumber pembiayaan; 

• Mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur; 

• Mengurangi ketergantungan dari Pinjaman Luar Negeri; 

• Memberikan dampak langsung terhadap sektor riil; 

• Mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam 

negeri, dan investasi pemerintah; 

• Mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan 

syariah.  

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Papua yang merupakan bagian 

dari sasaran pembangunan, kegiatan prioritas, program dan kegiatan 
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Kementerian/Lembaga yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional Pembanguanan 

Konektivitas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.  

➢ Pembangunan Jalan Elelim – Mamberamo III (MYC Lanjutan) 

      

- Data Kontrak 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.IV/PPK4.2/PEM-EM III (MYC)/674 

Nilai Kontrak Rp. 86.184.587.000,00 

Tgl. Kontrak 01 Agustus 2022 
Tgl. SPMK 10 Desember 2025 

Nilai Pagu  Rp. 18.149.573.000,00 

Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa PT. Agung Mineral Utama 

 

➢ Pembangunan Jembatan Oksibil – Iwur 
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-  Data Kontrak 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak ADD.XII/HK.02.03/SPJN.VPJ/PPK.5.3/PEM.JBT.OI/03 

Nilai Kontrak 27 September 2025 

Tgl. Kontrak Rp. 84.179.132.000,00 
Tgl. SPMK 10 Desember 2025 

Nilai Pagu  Rp. 269.468.491.000,00 

Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 

Penyedia Jasa PT. Brahmakerta Adiwira – PT. Sarana Mitratama Abadi, 
KSO 

 

➢ Pembangunan Jalan Towe Hitam – Oksibil II 

  

- Data Kontrak 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02 01/PJN-WIL.I-PG/PPK1.5/PEMB.TO-II/1359 

Nilai Kontrak Rp. 143.593.877.000,00 

Tgl. Kontrak 09 Desember 2025 
Tgl. SPMK 10 Desember 2025 

Nilai Pagu  Rp. 269.468.491.000,00 

Lokasi. (-4.992983°, 140.695253°) – (-5.140783°, 140.712368°) 

Penyedia Jasa PT. Tunas Papua Jaya 
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9. Pembangunan Jalan Oksibil – Iwur 

 

- Data Kontrak 
Uraian Keterangan 

No. Kontrak HK 02 01/PJN-WIL.I-PG/PPK1.5/PEMB.OI/1279 

Nilai Kontrak Rp. 258.261.551.000,00 
Tgl. Kontrak 17 November 2025 

Tgl. SPMK 31 Desember 2027 
Nilai Pagu  Rp. 269.468.491.000,00 

Lokasi. (-4.992983°, 140.695253°) – (-5.140783°, 140.712368°) 

Penyedia Jasa PT. Modern Widya Tehnical 
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3.8.2 Padat Karya  

Melalui Kegiatan Padat Karya BBPJN Papua-Papua Pegunungan turut melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat/lokal 

dalam rangka kegiatan pemeliharaan jalan dan atau pemeliharaan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 

Dengan rincian data pelaksanaan di masing-masing satker di lingkungan BBPJN Jayapura sebagai berikut: 

 

No Balai/Satker/Paket 
Vol 

Satuan 

Tagging Paket Induk Padat Karya 

Pagu Realisasi Progres (%) 

Kode Kab/Kota Kecamatan Desa 

Target Realisasi 

Keterangan Tanggal Update (Rp Ribu) (Rp Ribu) 

Keu Fis 

Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

Upah 
Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

    (Orang) (Hari) (Rp Ribu) (Orang) (Hari) 

  BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN 

  PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA 

1   PADAT KARYA 
RUTIN JALAN 
JAYAPURA - 
SENTANI - 
HOLTEKAMP - 
SKOW / BTS. PNG 

33.81 
Kilometer 

3,490,423,000 3,386,493,950 97.02 100 1 
KOTA 

JAYAPURA 
MUARA TAMI 

KOYA 
BARAT 

40 2,800 2,156,960 40 2,597 

  12/15/25 

2   PADAT KARYA 
RUTIN JALAN 
SENTANI - 
NIMBOTONG - 
BONGGO 

69.07 
Kilometer 

4,541,841,000 4,428,102,100 97.5 92.77 1 
KAB. 

JAYAPURA 
UNURUM 

GUAY 
GARUSA 285 17,604 1,536,533 200 7,232 

- 9/22/25 

3   PADAT KARYA 
RUTIN JALAN 
BONGGO - BETAF - 
SARMI 

87.7 
Kilometer 

4,114,290,000 3,920,055,000 95.28 100 1 KAB. SARMI BONGGO TARONTA 93 14,910 2,663,640 93 14,916 

Padat 
Karya 
Swakelola 
Jalan 

11/22/25 

4   
RUTIN TRANSISI 
SARMI - ARBAIS 

51.13 
Kilometer 

380,000,000 379,879,000 99.97 100 1 KAB. SARMI SARMI MARARENA 10 1,310 233,240 37 1,310 

Padat 
Karya 
Swakelola 
Jalan 

11/22/25 

5   PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
JAYAPURA - 
SENTANI - 
HOLTEKAMP - 
SKOW / BTS. PNG 

174.5 
Meter 

507,400,000 408,590,550 80.53 100 1 
KOTA 

JAYAPURA 
MUARA TAMI 

SKOW 
YAMBE 

10 720 168,822 10 643 

  12/15/25 

6   PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
SENTANI - 

521.44 
Meter 

1,752,620,000 1,658,422,600 94.63 93.91 1 
KAB. 

JAYAPURA 
NIMBOKRANG * 36 5,760 298,550 36 2,851 

  10/1/25 
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No Balai/Satker/Paket 
Vol 

Satuan 

Tagging Paket Induk Padat Karya 

Pagu Realisasi Progres (%) 

Kode Kab/Kota Kecamatan Desa 

Target Realisasi 

Keterangan Tanggal Update (Rp Ribu) (Rp Ribu) 

Keu Fis 

Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

Upah 
Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

    (Orang) (Hari) (Rp Ribu) (Orang) (Hari) 

NIMBOTONG - 
BONGGO 

7   PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
BONGGO - BETAF - 
SARMI 

2323.92 
Meter 

759,840,000 719,565,000 94.7 100 1 KAB. SARMI BONGGO TARONTA 16 2,503 455,665 16 2,503 

Padat 
Karya 
Swakelola 
Jembatan 

11/22/25 

  PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA 

8 
RUTIN TRANSISI 
MENAWI - SAUBEBA 
- YOBI 

49.81 
Kilometer 

332,509,000 332,508,400 100 100 1 
KAB. 

KEPULAUAN 
YAPEN 

* * 18 630 174,341 18 360 

  11/30/25 

9 PADAT KARYA 
RUTIN JALAN 
PULAU BIAK 

46.13 
Kilometer 

2,524,464,000 2,524,424,000 100 100 1 
KAB. BIAK 
NUMFOR 

BIAK KOTA * 80 10,800 1,674,513 100 10,340 
  11/30/25 

10 
PRESERVASI JALAN 
MENAWI SAUBEBA - 
YOBI 

4.75 
Kilometer 

199,786,000 199,786,000 100 100 1 
KAB. 

KEPULAUAN 
YAPEN 

* * 21 930 129,864 28 892 

  11/17/25 

  PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 

11 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL PIRAMID 
- TIOM 

25,62 
Kilometer 

3,600,022,000 3,590,936,852 99.75 100 1 
KAB. LANNY 

JAYA 
* * 4 615 184,860 7 622 

  12/12/25 

12 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL WAMENA 
- HABEMA 

10.672 
Kilometer 

1,547,326,000 1,545,241,010 100 100 1 
KAB. 

JAYAWIJAYA 
* * 2 265 79,524 3 265 

  12/12/25 

13 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL ELELIM - 
PASVALEY - BTS. 
KOTA WAMENA 

28,472 
Kilometer 

4,251,525,000 4,250,876,700 99.98 100 1 KAB. YALIMO * * 13 1,892 568,444 16 1,893 

  12/12/25 

14 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL USILIMO 
- KARUBAGA 
(PADAT KARYA) 

20,02 
Kilometer 

2,438,460,000 2,438,436,000 100 100 1 
KAB. 

TOLIKARA 
* * 4 644 205,931 7 646 

  12/12/25 
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No Balai/Satker/Paket 
Vol 

Satuan 

Tagging Paket Induk Padat Karya 

Pagu Realisasi Progres (%) 

Kode Kab/Kota Kecamatan Desa 

Target Realisasi 

Keterangan Tanggal Update (Rp Ribu) (Rp Ribu) 

Keu Fis 

Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

Upah 
Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

    (Orang) (Hari) (Rp Ribu) (Orang) (Hari) 

15 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL OKSIBIL 
- IWUR (PADAT 
KARYA) 

0,15 
Kilometer 

27,296,000 27,208,000 100 100 1 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

* * 3 9 2,935 3 9 

  12/12/25 

16 RUTIN JALAN 
NASIONAL BATOM - 
OKSIBIL (PADAT 
KARYA) 

0,59 
Kilometer 

85,303,000 85,289,800 100 100 1 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

* * 3 37 11,369 3 37 

  12/12/25 

17 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL PIRAMID 
- TIOM 

542.25 
Meter 

677,619,000 674,729,650 99.57 100 1 
KAB. LANNY 

JAYA 
* * 2 156 47,082 5 157 

  12/12/25 

18 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL WAMENA 
- HABEMA 

14.3 
Meter 

17,804,000 17,803,000 99.99 100 1 
KAB. 

JAYAWIJAYA 
* * 2 4 826 1 4 

  12/12/25 

19 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL ELELIM - 
PASVALEY - BTS. 
KOTA WAMENA 

738 
Meter 

919,752,000 919,743,160 100 100 1 
KAB. 

JAYAWIJAYA 
* * 3 365 109,415 6 365 

  12/12/25 

20 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL USILIMO 
- KARUBAGA 
(PADAT KARYA) 

297,9 
Meter 

372,375,000 371,667,990 100 100 1 
KAB. 

TOLIKARA 
* * 8 113 36,168 8 114 

  12/12/25 

21 PEMELIHARAAN 
RUTIN JALAN DAN 
JEMBATAN 
NASIONAL OKSIBIL 
- IWUR (PADAT 
KARYA) 

30 Meter 37,418,000 37,418,000 100 100 1 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

* * 2 22 6,721 2 22 

  12/12/25 

22 RUTIN JEMBATAN 
NASIONAL DEKAI - 
KRIBUN (PADAT 
KARYA) 

260 
Meter 

322,827,530 322,827,530 100 100 1 
KAB. 

YAHUKIMO 
* * 2 116 34,947 2 116 

  12/12/25 
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No Balai/Satker/Paket 
Vol 

Satuan 

Tagging Paket Induk Padat Karya 

Pagu Realisasi Progres (%) 

Kode Kab/Kota Kecamatan Desa 

Target Realisasi 

Keterangan Tanggal Update (Rp Ribu) (Rp Ribu) 

Keu Fis 

Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

Upah 
Tenaga 
Kerja 

Hari 
Orang 
Kerja 

    (Orang) (Hari) (Rp Ribu) (Orang) (Hari) 

23 RUTIN JEMBATAN 
NASIONAL OKSIBIL 
- KESAWI (PADAT 
KARYA) 

70 Meter 86,453,000 86,453,000 100 100 1 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

* * 2 52 15,681 3 54 

  12/12/25 

24 RUTIN JEMBATAN 
NASIONAL DEKAI 
(KALI BE) 
BOROTMOKOT - 
KESAWI (PADAT 
KARYA) 

1013,4 
Meter 

1,268,611,000 1,265,078,760 99.72 100 1 
KAB. 

YAHUKIMO 
* * 3 454 136,213 3 454 

  12/12/25 

  PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA 

25 PADAT KARYA 
RUTIN JALAN 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI 

26,6 
Kilometer 

4,007,986,000 3,946,121,500 98.46 100 1 KAB. KEEROM ARSO * 40 10,000 2,769,105 78 10,000 

  12/18/25 

26 PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI 

1574,80 
Meter 

1,574,800,000 1,559,974,600 99.06 100 1 KAB. KEEROM * * 50 4,500 1,216,125 38 4,500 

  12/18/25 

27 PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
YETTI - UBRUB - 
YAMBRA - TOWE 
HITAM 

879,90 
Meter 

879,900,000 879,063,200 99.9 100 1 KAB. KEEROM * * 28 2,576 449,116 30 2,240 

  11/28/25 

28 PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
YETTI - SENGGI - 
MAMBERAMO 

2049 
Meter 

2,049,000,000 2,048,982,500 100 100 1 
KAB. 

JAYAPURA 
* * 46 1,840 636,942 32 1,120 

  11/3/25 

29 PADAT KARYA 
RUTIN JEMBATAN 
YETTI - SENGGI - 
MAMBERAMO II 

776,83 
Meter 

776,830,000 776,584,600 99.97 100 1 KAB. KEEROM * * 60 1,680 179,790 11 1,320 

  10/20/25 

    TOTAL 31,341,445,000 28,321,232,312 90.36 94.87         567 61,516 11,225,169 585 44,089     

 

 

 

 



 

119 
 

3.8.3 Inpres Jalan Daerah  

Berikut adalah dukungan jalan daerah pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 
Papua-Papua Pegunungan: 
 
1. Peningkatan Jalan Lingkar Pirime 

      

Uraian Keterangan 
No. Kontrak EP-01KATAHFAR14QAPQVDRJFHFMV4 
Nilai Kontrak Rp. 35.803.055,000,- 
Tgl. Kontrak 26 November 2025 
Tgl. SPMK 26 November 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 15.924.000.000,- 
Lokasi. Kabupaten Lanny Jaya 
Penyedia Jasa PT. Silimo Indah Perkasa 
Renc. PHO 26 Mei 2026 
 

2. Preservasi Jalan Dalam Kota Makki 

      

Uraian Keterangan 
No. Kontrak EP-01KBCNP7HSWDNA0ACN4EXSHTFG 
Nilai Kontrak Rp. 16.041.140.000,- 
Tgl. Kontrak 03 Desember 2025 
Tgl. SPMK 26 November 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 16.041.140.000,- 
Lokasi. Kabupaten Lanny Jaya 
Penyedia Jasa PT. Silimo Indah Perkasa 
Renc. PHO 31 Desember 2027 
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3. Preservasi Jalan Bolakme (Tagime) – Kelila - Bokondini  

     

Uraian Keterangan 
No. Kontrak EP-01KBEMY4QGBVJYWBEKCT2EM6Z 
Nilai Kontrak Rp. 18.126.311.000,- 
Tgl. Kontrak 03 Desember 2025 
Tgl. SPMK : 2 Desember 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 18.126.311.000,- 
Lokasi. Kabupaten Lanny Jaya 
Penyedia Jasa PT. SUNA WIJAYA SEJAHTERA 
Renc. PHO 31 Desember 2027 

 

 
4. Peningkatan Jalan Warbo (Arso VII)-Jaifuri (Arso III) 

     
Foto Bulan November 

     
Foto Bulan Desember  

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/WJ/PPK 2.1/06 
Nilai Kontrak Rp. 47.787.060.000,- 
Tgl. Kontrak 26 November 2025 
Tgl. SPMK 26 November 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 14.196.677.000,- 
Lokasi. Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa PT. Pratama Sinar Papua 
Renc. PHO 23 Juni 2026 
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3.8.4 Trans Papua 

Berikut merupakan tinjauan kegiatan penanganan Jalan Trans Papua wilayah penanganan 

BBPJN Papua-Papua Pegunungan:  

1. Pembangunan Jembatan Mamberamo – Eleliem III 

    

Bulan September (Mobilisasi Peralatan) 

 

    

Bulan Oktober (Pengeboran SPT, Pengujian Material Baja Tulangan dan Kunjungan 

Pabrikasi Rangka Jembatan) 

     

Bulan November (Persiapan Pekerjaan Pondasi Sumuran) 

   

Bulan Desember (Persiapan Pekerjaan Box Culvert) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/PEMB.JBT.ME-III/PPK 2.4/02 
Nilai Kontrak Rp86.184.587.000,00 
Tgl. Kontrak 12 September 2025 
Tgl. SPMK 13 September 2025 
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Nilai Pagu 2025 Rp18.149573.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo 
Penyedia Jasa PT. Wira Karsa Konstruksi 
Renc. PHO 06 Maret 2027 

 

2. Penanganan Longsoran Ruas Mamberamo – Eleliem 

   

Bulan Desember (Penanganan Longsoran Ruas Mamberamo – Eleliem) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/PENANGANAN.LONGSORAN.ME/PPK 2.4/03 
Nilai Kontrak Rp10.437.306.000,00 
Tgl. Kontrak 02 Desember 2025 
Tgl. SPMK 02 Desember 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp11.042.093.000,00 
Lokasi. Kab. Jayapura 
Penyedia Jasa CV. Karya Technik Papua 
Renc. PHO 31 Desember 2025 

 

3. Penanganan Jembatan Airu 5 

   

Bulan Oktober (Rehabilitasi Jembatan Ruas Yetti – Senggi – Mamberamo II) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak - 
Nilai Kontrak - 
Tgl. Kontrak - 
Tgl. SPMK - 
Nilai Pagu 2025 Rp913.097.000,00 
Lokasi. Kab. Jayapura 
Penyedia Jasa - 
Renc. PHO - 
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4. Preservasi Jalan Yetti-Senggi-Mamberamo 

          

Bulan September (Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas) 

 

     

Bulan Oktober (Pelebaran jalan menuju ruas) 

 

     

Bulan November (Pelebaran jalan menuju ruas) 
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Bulan Desember 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/PSV.JLN.YSM.2025/PPK 2.3/01 

Nilai Kontrak Rp. 22.043.565.625,- 
Tgl. Kontrak 13 Juni 2025 
Tgl. SPMK 16 Juni 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 22.043.565.625,- 
Lokasi. Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa PT. HEXAPILAR PERKASA 
Renc. PHO 31 Desember 2025 

 

5. Preservasi Jalan Abepura Arso Waris Yetti 

     

Bulan September (Sub Output Rehabilitas Jembatan) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/PRES-AAWY II/PPK 2.1/01 

Nilai Kontrak Rp. 6.611.865.000,- 
Tgl. Kontrak 14 Maret 2025 
Tgl. SPMK 17 Maret 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 6.611.865.000,- 
Lokasi. Kota Jayapura/Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa CV. Amanai 
Renc. PHO 21 Desember 2025 

 

6. Preservasi Jalan Abepura Arso Waris Yetti II 
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Bulan September (Sub Output Rehabilitasi Jalan) 

      

Bulan Oktober (Sub Output Rehbilitasi Jalan) 

     

Bulan November (Sub Output Rehabilitasi Jalan) 

     

Bulan Desember (Sub Output Rehabilitasi Jalan) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/AAWY II/PPK 2.1/04 

Nilai Kontrak Rp. 13.247.627.000,- 
Tgl. Kontrak 28 Juli 2025 
Tgl. SPMK 29 Juli 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 13.247.627.000,- 
Lokasi. Kota Jayapura/Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa CV. Karya Technik Papua 
Renc. PHO 25 Desember 2025 
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7. Penanganan Longsoran Ruas Abepura-Arso-Waris-Yetti 

     

Bulan September   

     

Bulan Oktober 

     

Bulan November 

     

Bulan Desember 
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Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/PEN.LONG-AAWY/PPK 2.1/02 

Nilai Kontrak Rp. 22.179.919.000,- 
Tgl. Kontrak 2 Juni 2025 
Tgl. SPMK 3 Juni 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 22.179.919.000,- 
Lokasi. Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa PT. Kartika Utama Sejati 
Renc. PHO 29 Desember 2025 

 

8. Penanganan Longsoran Ruas Waris-Yetti 

     

Bulan September  

     

Bulan Oktober 

     

Bulan November 
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Bulan Desember  

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/LONG-WY/PPK 2.1/03 

Nilai Kontrak Rp. 20.987.389.000,- 
Tgl. Kontrak 24 Juni 2025 
Tgl. SPMK 24 Juni 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 20.987.389.000,- 
Lokasi. Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa PT. Kartika Imbi Utama 
Renc. PHO 20 Desember 2025 

 

9. Penanganan Jembatan Longsoran (Penanganan Oprit) 

     

Bulan Desember 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02.01/JBT.LONG/PPK 2.1/05 

Nilai Kontrak Rp. 37.796.587.000,- 
Tgl. Kontrak 21 November 2025 
Tgl. SPMK 21 November 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 10.422.466.000,- 
Lokasi. Kabupaten Keerom 
Penyedia Jasa PT. Sinabung 
Renc. PHO 31 Desember 2026 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

10. Pembangunan Jalan Towe Hitam – Oksibil II 

     

Bulan Desember (Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Towe HItam – Oksibil) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02 01/PJN-WIL.I-PG/PPK1.5/PEMB.TO-II/1359 

Nilai Kontrak Rp. 143.593.877.000,00 
Tgl. Kontrak 09 Desember 2025 
Tgl. SPMK 10 Desember 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 22.500.000.000,00 
Lokasi. -4.017839°, 140.828881°) – (-4.168990°, 140.856192°) 
Penyedia Jasa PT. Tunas Papua Jaya 
Renc. PHO 31 Desember 2027 

 

11. Pembangunan Jembatan Oksibil – Iwur 

     

Bulan Desember (Pembangunan Jembatan Menuju Standar Ruas Iwur (Bts. Pegunungan 

Bintang/Boven Digoel) - Waropko 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak ADD.XII/HK.02.03/SPJN.V-PJ/PPK.5.3/PEM.JBT.OI/0 

Nilai Kontrak Rp. 84.179.132.000,00 
Tgl. Kontrak 27 September 2025 
Tgl. SPMK - 
Nilai Pagu 2025 - 
Lokasi. - 
Penyedia Jasa PT. Brahmakerta Adiwira – PT. Sarana Mitratama Abadi, KSO 
Renc. PHO (telah dilakukan PHO) 
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12. Penanganan Longsoran Ruas Elelim – Passvaley – Bts. Kota Wamena 

     

Bulan Desember (Penanganan Longsoran pada Lereng Atas dan Lereng Bawah) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/PL-EPW/288 

Nilai Kontrak Rp. 17.782.295.000,00 
Tgl. Kontrak 28 Mei 2025 
Tgl. SPMK 28 Mei 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 17.782.295.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa PT. PERISAI INDOTAMA PERKASA 
Renc. PHO 30 Desember 2025 

 

13. Preservasi Ruas Jalan Wamena – Habema 

     

Bulan Desember (Pekerjaan Holding/Patching Jalan) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.IV/PPK1.1/PRESV-WH/376/2025 

Nilai Kontrak Rp6.564.278.000,00 
Tgl. Kontrak 5 Mei 2025 
Tgl. SPMK 5 Mei 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp6.564.278.000,00 
Lokasi. Kabupaten Jayawijaya 
Penyedia Jasa CV. Pilime 
Renc. PHO 30 Desember 2025 
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14. Pembanguanan Jalan Elelim – Mamberamo III (MYC Lanjutan) 

     

Bulan Oktober  

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.IV/PPK4.2/PEMB-EM III (MYC)/674 

Nilai Kontrak Rp. 150.105.881.000,00 
Tgl. Kontrak 01 Agustus 2022 
Tgl. SPMK 02 Agustus 2022 
Nilai Pagu 2025 Rp.   34.806.199.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa PT. AGUNG MINERAL UTAMA 
Renc. PHO 18 Desember 2025 

 

15. Pembangunan Jalan Oksibil – Iwur  

     

Bulan Desember (Pelebaran Ruas Iwur Bts. Pegunungan Bintang/Boven Digoel-Waropko) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK 02 01/PJN-WIL.I-PG/PPK1.5/PEMB.OI/1279 

Nilai Kontrak Rp. 258.261.551.000,00 
Tgl. Kontrak 17 November 2025 
Tgl. SPMK 18 November 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 45.000.000.000,00 

Lokasi. (-4.992983°, 140.695253°) –  (-5.140783°, 140.712368°) 
Penyedia Jasa PT. Modern Widya Tehnical 

Renc. PHO 31 Desember 2027 
 

 

 

 

 



 

132 
 

16. Pembangunan Jembatan Weri – III 

     

Bulan Oktober (Penggantian papan lantai menggunakan plat baja) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/RHB-WER.III/202 

Nilai Kontrak Rp. 1.177.034.000,00 
Tgl. Kontrak 25 April 2025 
Tgl. SPMK 25 April 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 1.177.034.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa CV. BALIEM KARYA UTAMA PERKASA 

Renc. PHO 21 November 2025 
 

17. Rehabilitasi Jembatan Weri 

     

Bulan Oktober (Penggantian papan lantai menggunakan plat baja) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/RHB-  WERI/206 

Nilai Kontrak Rp. 1.039.284.000,00 
Tgl. Kontrak 25 April 2025 
Tgl. SPMK 25 April 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 1.039.284.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa CV. BALIEM KARYA UTAMA PERKASA 
Renc. PHO 21 November 2025 
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18. Rehabilitasti Jembatan Bonegi (Donbomi 3) 

      

Bulan Oktober (Penggantian papan lantai menggunakan plat baja) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/RHB-BNG/210 

Nilai Kontrak Rp. 1.462.380.000,00 
Tgl. Kontrak 25 April 2025 
Tgl. SPMK 25 April 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 1.462.380.000,00 

Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa CV. BALIEM KARYA UTAMA PERKASA 
Renc. PHO 21 November 2025 

 

19. Rehabilitasi Jembatan Erapne (Donbomi 1) 

      

Bulan Oktober (Penggantian papan lantai menggunakan plat baja) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/RHB-ERP/214 

Nilai Kontrak Rp. 1.273.972.000,00 
Tgl. Kontrak 25 April 2025 
Tgl. SPMK 25 April 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 1.273.972.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa CV. BALIEM KARYA UTAMA PERKASA 
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Renc. PHO 21 November 2025 
 

20. Rehabilitasi Jembatan Suhe 

     

Bulan Desember (Perbaikan pasangan batu pelindung abutmen jembatan) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.IV/PPK1.4/SUHE/698 

Nilai Kontrak Rp. 2.335.348.000,00 
Tgl. Kontrak 19 Mei 2025 
Tgl. SPMK 19 Mei 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 2.335.348.000,00 
Lokasi. Ruas Jalan Usilimo-Kaarubaga 
Penyedia Jasa CV. Onomi Fokha Indah  
Renc. PHO 2025 

 

21. Rehabilitasi Jembatan Kali Doti 

     

Bulan Desember (Pelebaran jalan menuju standar ruas Borotmokot – Dekai Kali Be) 

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.03/PJN-WIL.IV/PPK1.5/DOTI/459 

Nilai Kontrak Rp. 1.690.342.000,00 
Tgl. Kontrak 23 April 2025 
Tgl. SPMK 24 April 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 1.690.342.000,00 
Lokasi. Jembatan Kali Doti 
Penyedia Jasa CV. Cikal Mandiri Papua 
Renc. PHO 28 November 2025 

 



 

135 
 

22. Pemeliharaan Berkala Jembatan Wamena – Elelim 

      

Bulan Oktober  

Uraian Keterangan 
No. Kontrak HK.02.01/PJN-WIL.I/PPK1.2/BKL-JBT/349 

Nilai Kontrak Rp. 3.883.881.000,00 
Tgl. Kontrak 30 Juni 2025 
Tgl. SPMK 30 Juni 2025 
Nilai Pagu 2025 Rp. 3.883.881.000,00 
Lokasi. Kab. Yalimo, Prov. Papua Pegunungan 
Penyedia Jasa CV. PAPUA KASIH 
Renc. PHO 17 Desember 2025 
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No Kode Kegiatan/KRO/RO/Paket 
Target 

Vol 
Satuan Lokasi 

Jenis 
Paket 

Metode 
Pemilihan 

Sumber 
Dana 

Pagu Realisasi Blokir Pengembalian Keu Fisik 

(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) (%) 

SATUAN KERJA PJN WILAYAH I PROVINSI PAPUA 

  7696 

Pelaksanaan Preservasi 
dan Peningkatan 
Kapasitas Jalan 
Nasional 

                        

  7696.RDC 
OM Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jalan) (km) [PN] 

                        

  7696.RDC.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

5.1 (km)                     

1 7696.RDC.002.322.JK 
PRESERVASI JALAN 
RUAS SARMI - ARBAIS 

0.34  Kilometer KAB. SARMI 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  1,309,089 962,278 0 0 73.51 100 

2 7696.RDC.002.324.JK 
PRESERVASI JALAN 
RUAS SARMI - ARBAIS 

0.38  Kilometer KAB. SARMI 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  3,458,508 2,446,003 0 0 70.72 0 

3 7696.RDC.002.330.JK 
PRESERVASI JALAN 
RUAS SARMI - ARBAIS 

5,1  Kilometer 
KAB. 

JAYAPURA 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  23,676,438 22,011,021 0 0 92.97 0.32 

SATUAN KERJA PJN WILAYAH II PROVINSI PAPUA 

  7696.RBF 
Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jembatan), (m), [PN] 

18 (m)         18,149,573 12,927,688   0 71.23 48.36 

  7696.RBF.001 
Pembangunan 
Jembatan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

18 (m)         18,149,573 12,927,688   0 71.23 48.36 

4 7696.RBF.001.339.BM 

PEMBANGUNAN 
JEMBATAN 
MAMBERAMO - ELELIM 
III 

150  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  18,149,573 18,149,573 0 0 100 100 

  7696.RDC 
OM Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jalan), (km), [PN] 

19.48 (km)         69,666,516 43,076,339   0 61.83 77.85 

  7696.RDC.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

19.48 (km)         69,666,516 43,076,339   0 61.83 77.85 

5 7696.RDC.002.322.BB 
PRESERVASI JALAN 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI II 

5,5  Kilometer KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  7,214,242 7,214,242 0 0 100 100 

6 7696.RDC.002.322.BH 
PRESERVASI JALAN 
YETTI - SENGGI - 
MAMBERAMO 

2,5  Kilometer KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  5,310,842 5,310,841 0 0 100 97.94 

7 7696.RDC.002.323.BB 
PRESERVASI JALAN 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI II 

1,5  Kilometer KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  758,399 758,399 0 0 100 100 
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No Kode Kegiatan/KRO/RO/Paket 
Target 

Vol 
Satuan Lokasi 

Jenis 
Paket 

Metode 
Pemilihan 

Sumber 
Dana 

Pagu Realisasi Blokir Pengembalian Keu Fisik 

(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) (%) 

8 7696.RDC.002.331.BD 

PENANGANAN 
LONGSORAN RUAS 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI 

155  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  24,353,551 24,353,551 0 0 100 100 

9 7696.RDC.002.331.BM 
PENANGANAN 
LONGSORAN RUAS 
MAMBERAMO - ELELIM 

341  Meter YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  10,437,306 10,437,306 0 0 100 100 

10 7696.RDC.002.331.BW 
PENANGANAN 
LONGSORAN RUAS 
WARIS - YETTI 

100  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  20,987,389 20,987,389 0 0 100 100 

  7696.RDF 
OM Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jembatan), (m), [PN] 

52.78 m         37,246,871 10,296,928   0 27.65 30.87 

  7696.RDF.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

52.78 m         37,246,871 10,296,928   0 27.65 30.87 

11 7696.RDF.002.326.BA 
PRESERVASI JALAN 
ABEPURA - ARSO - 
WARIS - YETTI 

20,7  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  676,995 676,995 0 0 100 100 

12 7696.RDF.002.326.JA 
PENANGANAN 
JEMBATAN AIRU 5 

25  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Swakelola RPM  913,097 912,694 0 0 99.96 100 

13 7696.RDF.002.333.BH 
PRESERVASI JALAN 
YETTI - SENGGI - 
MAMBERAMO 

56,8  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  152,219 152,218 0 0 100 100 

14 7696.RDF.002.340.JD 
PENGGANTIAN 
JEMBATAN LONGSOR 
(PENANGANAN OPRIT) 

50  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  10,422,466 10,422,466 0 0 100 100 

15 7696.RDF.002.340.JS 

PENGGANTIAN 
JEMBATAN RUAS YETTI 
- SENGGI - MAMBERAMO 
V (MYC) 

52,7  Meter KAB. KEEROM 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender RPM  25,082,094 25,082,094 0 0 100 100 

SATUAN KERJA PJN WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 

  7696.RBC 
Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jalan), (km), [PN] 

2.78 (km)         22,500,000 0   0 0 0 

  7696.RBC.002 
Pembangunan Jalan 
Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) 

2.78 (km)         22,500,000 0   0 0 0 

16 7696.RBC.002.338.DE 
PEMBANGUNAN JALAN 
TOWE HITAM - OKSIBIL 
II (MYC) 

2.78  Kilometer 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  22,500,000 22,500,000 0 0 100 100 

  7696.RBF 
Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jembatan), (m), [PN] 

15.16 (m)         9,142,308 0   0 0 97.53 

  7696.RBF.001 
Pembangunan 
Jembatan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

15.16 (m)         9,142,308 0   0 0 97.53 



 

138 
 

No Kode Kegiatan/KRO/RO/Paket 
Target 

Vol 
Satuan Lokasi 

Jenis 
Paket 

Metode 
Pemilihan 

Sumber 
Dana 

Pagu Realisasi Blokir Pengembalian Keu Fisik 

(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) (%) 

17 7696.RBF.001.339.OA 
PEMBANGUNAN 
JEMBATAN OKSIBIL - 
IWUR 

15,16  Meter 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

Pekerjaan 
Konstruksi 

Dikecualikan SBSN  9,142,308 9,142,307 0 0 100 100 

  7696.RDC 
OM Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jalan), (km), [PN] 

507.83 (km)         170,707,471 121,007,683   0 70.89 68.4 

  7696.RDC.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

6.25 (km)         98,744,166 59,627,770   0 60.39 50.36 

18 7696.RDC.002.331.CC 

PENANGANAN 
LONGSORAN RUAS 
ELELIM - PASSVALEY - 
BATAS KOTA WAMENA 

0.22  Kilometer KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  17,782,295 17,782,295 0 0 100 100 

19 7696.RDC.002.403.AA 
PRESERVASI RUAS 
JALAN WAMENA - 
HABEMA 

0.135  Meter 
KAB. 

JAYAWIJAYA 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,155,672 1,155,672 0 0 100 100 

20 7696.RDC.002.409.DA 
PEMBANGUNAN JALAN 
ELELIM - MAMBERAMO 
III (MYC LANJUTAN) 

2,34  Kilometer KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Dikecualikan SBSN  34,806,199 34,806,199 0 0 100 100 

21 7696.RDC.002.409.DB 
PEMBANGUNAN JALAN 
OKSIBIL - IWUR 

2  Kilometer 
KAB. 

PEGUNUNGAN 
BINTANG 

Pekerjaan 
Konstruksi 

Tender SBSN  45,000,000 45,000,000 0 0 100 100 

  7696.RDF 
OM Prasarana Bidang 
Konektivitas Darat 
(Jembatan), (m), [PN] 

2981 m         16,018,995 12,541,688   0 78.29 96.69 

  7696.RDF.002 
Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong (MP) 

557.4 m         12,989,541 10,195,750   0 78.49 96.66 

22 7696.RDF.002.326.LA 
REHABILITASI 
JEMBATAN WERI - III 

25.4  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,177,034 1,177,034 0 0 100 100 

23 7696.RDF.002.326.LB 
REHABILITASI 
JEMBATAN WERI 

25  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,039,284 1,039,284 0 0 100 100 

24 7696.RDF.002.326.LC 
REHABILITASI 
JEMBATAN BONEGI 
(DONBOMI 3) 

35.2  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,462,380 1,462,380 0 0 100 100 

25 7696.RDF.002.326.LD 
REHABILITASI 
JEMBATAN ERAPNE 
(DONBOMI 1) 

35.5  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,401,272 1,401,272 0 0 100 100 

26 7696.RDF.002.326.LE 
REHABILITASI 
JEMBATAN SUHE 

20  Meter 
KAB. 

TOLIKARA 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  2,335,348 2,335,348 0 0 100 100 

27 7696.RDF.002.326.LF 
REHABILITASI 
JEMBATAN KALI DOTI 

25  Meter 
PAPUA 

PEGUNUNGAN 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,690,342 1,690,342 0 0 100 100 

28 7696.RDF.002.333.AT 
PEMELIHARAAN 
BERKALA JEMBATAN 
WAMENA - ELELIM 

391,30  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  3,883,881 3,883,881 0 0 100 100 
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No Kode Kegiatan/KRO/RO/Paket 
Target 

Vol 
Satuan Lokasi 

Jenis 
Paket 

Metode 
Pemilihan 

Sumber 
Dana 

Pagu Realisasi Blokir Pengembalian Keu Fisik 

(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) (%) 

80 7696.RDF.002.340.LG 
PENGGANTIAN BOX 
ELELIM - MAMBERAMO 
353 

2  Meter KAB. YALIMO 
Pekerjaan 
Konstruksi 

E-
purchasing 

RPM  1,308,803 1,295,311 0 0 98.97 100 
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3.8.5 Pantauan KSP di Wilayah BBPJN Papua-Papua Pegunungan 

Di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan terdapat paket yang menjadi Pantauan 

KSP di tahun 2025 diantaranya sebagai berikut: 

1. Pembangunan Jembatan Mamberamo – Eleliem III 

 

 

- Data Kontrak 
Nilai Kontrak : Rp. 86.184.587.000,00 

Pagu  : Rp. 18.149.573.000,00 

Progress Fisik 2025 : 100,00% 

Lokasi : Kab. Keerom 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Simpulan Umum 

Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis 

pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi 

Papua yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN),Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Andalan (sector unggulan yang prospektif 

dikembangkan), dan Kawasan Strategis Nasional. 

Jumlah pegawai di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan pada 

tahun anggaran 2025 sebanyak 226 orang, sebanyak 94 pegawai berstatus PNS, 132 orang 

berstatus PPPK dan sebanyak 4 pegawai berstatus CPNS. Tahun anggaran 2025 unit kerja di Balai 

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan terdiri dari Satuan Kerja Balai Besar 

Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dengan 4 dukungan PPK, Satuan Kerja 

Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua dengan 2 dukungan PPK, Satuan 

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura) dengan 3 dukungan PPK, 

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Keerom) dengan 3 dukungan 

PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Biak - Serui) dengan 2 

dukungan PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua Pegunungan 

(Jayawijaya) dengan 5 dukungan PPK, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua 

dengan 1 dukungan PPK.  

Alokasi DIPA Awal BBPJN Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan 

RKAKL Awal dan Perjanjian Kinerja yang disusun pada bulan Januari 2025 tercatat senilai Rp 

938.937.099.000,-dimana didalamnya terdiri dari alokasi belanja pegawai, belanja modal, serta 

belanja barang (operasional dan non operasional). Komposisi pendanaan pada BBPJN Papua-

Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 874.945.743.000,-  

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa kendala yang dihadapi seputar 

pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BBPJN Papua-Papua Pegunungan pada Triwulan I s.d IV 

T.A. 2025 adalah permasalahan keamanan dan permasalahan sosial terkait negosiasi lahan 

maupun hak ulayat yang berujung pada pemalangan di lokasi pekerjaan, serta tantangan kondisi 

iklim dan cuaca saat pelaksanaan pekerjaan. Hal ini menjadi catatan bagi BBPJN Papua-Papua 

Pegunungan untuk terus berinovasi dan mengatur strategi dalam bekerja untuk bisa 



 

142 
 

mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya di Tahun 2025 mendatang. Adanya 

permasalahan alat yang sering mengalami kerusakan dan kurang memadai juga merupakan 

permasalahan yang perlu diperhatikan oleh BBPJN Papua-Papua Pegunungan untuk memastikan 

ketersediaan alat yang memadai diawal pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya rangkuman dan 

gambaran kondisi akhir pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2025 akan dibahas lebih lanjut 

pada Dokumen LKIP BBPJN Papua-Papua Pegunungan TA 2025 ini. 

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan 

SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam 

pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sumber Daya Manusia yang memiliki 

komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling berperan penting untuk 

mencapai target kinerja.  Selain itu SDM yang Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi secara berkala dalam upaya kontrol kinerja Satuan Kerja, sehingga pada saat ditemukan 

permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target 

penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan 

tepat sasaran.  Komunikasi yang baik dengan stakeholder yang berada di lingkungan BBPJN 

Papua-Papua Pegunungan juga merupakan factor yang mendukung dalam keberhasilan 

pencapaian kinerja. 

Faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada Balai 

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan internet untuk mengakses informasi mulai dari keuangan, kinerja instansi, 

sumber daya manusia dan masih banyak lagi. Contoh aplikasi yang membutuhkan 

jaringan internet untuk mengaksesnya adalah SAKIP, e-monitoring, SAKTI, EHRM,e-

pelatihan,dan e-kinerja, dll. 

2. Lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja, contoh 

factor lingkungan adalah keadaan cuaca atau alam. 

3. Sosial seperti adat, budaya, dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

4. Hukum, contohnya ketika membuat trase ruas jalan baru dibutuhkan koordinasi bersama 

pihak bersangkutan dalam perijinan berdasarkan hukum yang berlaku. 

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan 

Faktor-faktor yang dapat dapat menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja pada 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan adalah  
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1. kelancaran penyelesaian pekerjaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan seperti keadaan cuaca atau alam. Apabila serring terjadi hujan maka 

pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. 

2. Sosial seperti adat, budaya, dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh dalam 

melaksanakan pekerjaan. Yang mengakibatkan kegagalan adalah masyarakat yang 

melakukan pemalangan dikarenakan hak ulayat. 

3. Komitmen yang dibuat oleh stakeholder, apabila tidak memiliki komitmen yang kuat 

terhadap penyelesaian pekerjaan maka hal itu akan sangat mempengaruhi pencapaian. 

 

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Rekomendasi  

a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib 

berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 

sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress 

pekerjaan di lapangan; 

b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya 

kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di 

lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan 

pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran.  

c. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat 

keamanan setempat, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat 

wilayah setempat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial 

dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dengan adanya pelaksanaan kegiatan di 

lapangan; 

d. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat/ketua 

kampung sehubungan dengan upaya melakukan sosialisasi pelaksanaan program 

padat karya dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal; 

e. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan 

tepat biaya; 

f. Mengusulkan Penambahan Alat Pemeliharaan Rutin (UPR) dan pendukung 

(workshop) dan memperbanyak tenaga mekanik serta operator alat berat dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan alokasi anggaran; 

g. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah 

hujan dengan memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan 

logistik untuk meminimalisir kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; 
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mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stok persediaan sesuai dengan 

kebutuhan proyek; 

h. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi 

sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan 

penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang 

terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker; 

i. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BBPJN Papua-Papua Pegunungan baik 

menyangkut metode maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka 

dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP untuk 

peningkatan penerapan Sistem AKIP dimasa mendatang; 

Tindak Lanjut 

a. Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung 

(rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon). 

b. Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap 

kinerja personil 

c. Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan 

Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian 

d. Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan 

peraturan dan tujuan sasaran yang akan dicapai 

e. Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai 

prioritas 

f. Melakukan gelar personil Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam 

pembuatan dokumen perencanaan 

g. Mengundang narasumber untuk memberikan pengarahan mengenai lingkungan hidup 

dan dampak pekerjaan bidang jalan jembatan terhadap lingkungan hidup 

h. Aktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa. 

Melakukan diseminasi dan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan 

update (pembaharuan) tentang peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru dan 

memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dan 

pembuatan dokumen pengadaan tersebut. 

i. Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf 

Kontraktor dan Konsultan. Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih 

berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan. 

j. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi 

kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 

 

 


















































